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Pembangunan Pasar Sentral Makassar yang berlarut diakibatkan 
oleh adanya konflik. Konflik yang terjadi disebabkan oleh beberapa 
kepentingan yang berbenturan dari berbagi pihak, seperti pedagang, 
pengembang, dan pemerintah. Timbulnya konflik kepentingan pada 
umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) Adanya perasaan 
atau tindakan bersaing, (2) Ada kepentingan substansi dari para pihak, (3) 
Ada Kepentingan prosedural, (4) Ada kepentingan psikologi. Oleh karena 
itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa 
dinamika konflik pada pembangunan Pasar Sentral Makassar dan faktor-
faktor penyebabnya. 
Penelitian ini menggunakan dasar penelitian kualitatif. Pengambilan 
data dilakukan dengan mewawancarai informan yang dianggap 
memahami dan berperan dalam konflik yang ada di Pasar Sentral 
Makassar, serta melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti 
buku, koran, internet, dan lain-lain. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi pada 
pembangunan Pasar Sentral Makassar disebabkan oleh perbedaan 
kepentingan antara sesama pedagang, pengambilan kebijakan yang 
dilakukan pengembang tidak transparan, dan keberpihakan pemerintah 
kepada pengembang. Dari ketiga faktor penyebab terjadinya konflik yang 
ada di Pasar Sentral Makassar itu mengakibatkan konflik antara sesama 
pedagang dengan pedagang, pedagang dengan pengembang, dan 
pedagang dengan pemerintah terjadi. 
 
 





Conflict of Interest on The Construction Market  (Case Study of The Construction of The 
Central Market of Makassar). Supervised by Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si as 
supervisor I and Dr. Jayadi Nas, M.Si. as supervisor II. 
 
The construction of the central market of Makassar that go on are caused by the 
existence of a conflict. Conflicts caused by multiple competing interests of the parties, 
such as share traders, developers, and Government. The incidence of conflict of interest 
is generally caused by several factors, namely (1) the existence of a feeling or an action, 
(2) there is the interest of the substance from the parties, (3) there are procedural 
Interest, (4) there is interest in psychology. Therefore, this study aims to describe and 
analyse the dynamics of the conflict at the Central Market development of Makassar and 
factors cause. 
This research uses qualitative research base. Data retrieval is done by 
interviewing informant deemed to understand and play a role in the conflict that 
existed in the central market of Makassar, and equip it with a few written 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan 
perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. 
Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, 
sistem hukum,  bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta 
budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat  manusia, perbedaan 
inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan 
tersebut, konflik tidak dapat terhindarkan dan selalu akan terjadi.1 
Konflik dapat terjadi antara individu-individu, antara kelompok-
kelompok, dan antara organisasi-organisasi. Apabila ada dua orang 
individu masing-masing berpegang pada pandangan yang sama sekali 
bertentangan tanpa ada kompromi, kemudian menarik kesimpulan yang 
berbeda  dan cenderung bersifat tidak toleran, maka dapat  dipastikan 
akan timbul konflik tertentu.2 
Di negara demokrasi, setiap warga negara atau kelompok 
masyarakat berhak menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan 
kepentingannya sehingga konflik merupakan gejala yang sukar dielakkan. 
Konflik yang dimaksud disini adalah dalam arti luas, mulai dari perbedaan 
                                                             
1 Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik;Teori, Aplikasi dan Penelitian, (Jakarta: Salemba 
Humanika, 2010) Hal.1 
2
 Winardi, Manajemen Konflik, (Konflik Perubahan Dan Pengembangan), (Bandung: Mandar 
Maju,2007), Cet. Ke-2, Jilid 2. Hal.3 
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pendapat sampai pada pertikaian fisik antara individu atau antar kelompok 
dalam masyarakat. Dalam ilmu politik konflik sering kali dikaitkan  dengan 
kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik 
mengandung pengertian “benturan” seperti perbedaan pendapat, 
persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok  dan 
kelompok, individu dan  kelompok, dan antara individu atau kelompok  
dengan pemerintah. 
Konflik politik dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan, 
dan pertentangan di antara  sejumlah individu, kelompok atau organisasi 
dalam upaya mendapatakan atau mempertahankan sumber-sumber dari 
keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah  
disini meliputi lembaga legislatif, eksekutif,  dan yudikatif.3 
Di negara demokrasi seperti Indonesia, proses pembuatan dan 
pelaksanaan keputusan politik selalu terjadi sejumlah konflik, konsensus, 
dan perubahan. Dalam proses politiknya, selalu ada kelompok dan 
individu menggunakan sarana kekuasaan yang dimiliki berupaya keras 
memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya kepada pemerintah 
sehingga menjadi bagian dari keputusan politik. Ketika memperjuangkan 
kepentingannya, individu atau kelompok tersebut membentuk koalisi agar 
kepentingan mereka terpenuhi. 
                                                             





Gaetano Mosca berpendapat bahwa pemerintahan akan dapat 
berjalan dengan baik dan stabil serta berhasil apabila terjadi koalisi atau 
kerjasama antara satu atau lebih kekuatan politik.4  Koalisi itu tidak selalu  
berupa kerjasama antara satu golongan dengan golongan lain yang 
masing-masing meiliki ideologi  dan kepentingan yang  berbeda  tetapi 
dapat juga  terjadi diantara kelompok di dalam golongan politik tertentu. 
Pelaksanaan keputusan politik yang dilakukan secara efisien dapat 
menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat, baik itu 
perubahan aspirasi dan pola-pola konflik maupun  pola hubungan 
kerjasama. Berbagi kebutuhan masyarakat mungkin dapat dipenuhi 
dengan suatu keputusan politik, tetapi pemenuhan suatu aspirasi 
melahirkan harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan baru. Namun 
kelompok atau anggota masyarakat tertentu yang merasa dirugikan atau 
yang tidak diuntungkan dengan kebijakan yang ada tentu berupaya pula 
untuk mempengaruhi pemerintah agar mengubah kebijakan yang ada 
atau membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. 
Kejadian yang sering terjadi di Indonesia, selain  masalah sosial 
budaya, politik dan ekonomi, adalah masalah pembangunan juga sering 
menjadi yang teratas  di setiap munculnya konflik dan dalam hampir setiap 
proses politik, selalu berlangsung konflik antara  pihak-pihak yang 
berupaya mendapatkan dan mempertahankan sumber yang di pandang 
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penting dengan pihak-pihak lain yang juga berikhtiar mendapatkan dan 
mempertahankan sumber-sumber tersebut.5 
Masalah pembangunan yang penulis maksudkan disini adalah 
pembangunan infrastruktur. Pasca reformasi, pembangunan infrastruktur 
yang dilakukan pemerintah menuai banyak kritikan dari banyak pihak 
karena tidak sesuai dengan prioritas pertumbuhan ekonomi, padahal cita-
cita dari Indonesia adalah menuju negara maju pada tahun 2025. Untuk 
mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan 
sejumlah upaya dalam rangka mendorong investasi dari beragam sektor 
terkait infrastruktur. Penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat 
karena adanya kendala di berbagi tahapan proyek, mulai dari penyiapan 
sampai implementasi.  
Secara keseluruhan, lemahnya koordinasi antar pemangku 
kepentingan seringkali mengakibatkan mundurnya pengambilan 
keputusan. Pada tahap  penyiapan, terdapat masalah akibat lemahnya 
kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. 
Selanjutnya, proyek sering terkendala masalah pengadaan lahan yang 
berakibat pada tertundanya pencapaian financial close untuk proyek 
KPBU. Selain itu, dari sisi pendanaan sering muncul masalah terkait tidak 
tersedianya dukungan fiskal dari Pemerintah akibat ketidaksesuaian atau 
ketidaksepakatan atas pembagian resiko antara Pemerintah dan Badan 
Usaha. Selain dukungan fiskal, keterbatasan jaminan Pemerintah yang 
                                                             
5 Ibid hal.23 
5 
 
dapat diberikan pada proyek infrastruktur juga menurunkan minat 
investasi di Indonesia. 
Selain kejadian di atas,  pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 
pemangku kepentingan sering menyebabkan konflik dan tidak hanya 
terjadi di tataran pusat  saja, tetapi juga terjadi di daerah-daerah. Daerah 
yang dimaksudkan disini adalah Kota Makassar. Sebagai ibu kota dari 
Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar merupakan salah satu wilayah 
urban yang mulai dipadati oleh penduduk dari berbagi daerah sejak 
sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya 
bertambah akibat urbanisasi, sejalan dengan semakin gencarnya 
Pemerintah Kota melakukan pembangunan kawasan  perindustrian, 
perdagangan, dan pariwisata dengan  peran utama pemodal atau investor 
baik lokal maupun asing. 
Kota Makassar yang telah memperkenalkan dirinya sebagai kota 
metropolitan dan kota terbesar di Indonesia Timur, sangat bersemangat 
untuk membangun infrastruktur demi menuju kota dunia. Namun 
pembangunan yang dilakukan bukan tidak menuai kritik sama sekali, 
tetapi ada beberapa pihak yang secara serius memperhatikan 
perkembangan sosial masyarakatnya dengan segudang polemik dan 
persoalan. Salah satu yang paling akrab adalah konflik sosial-komunal 
yang marak terjadi, dan apabila tidak segera mendapat solusi, hal tersebut 




Gencarnya pembangunan untuk mewujudkan kota dunia, Kota 
Makassar seakan-akan tidak terlepas dari konflik, selain konflik sosial-
komunal, juga ada konflik kepentingan dalam setiap  pengambilan 
keputusan. Pada konteks ini, pembangunan pasar menjadi sorotan utama 
permasalahan pada bidang infrastruktur karena pasar merupakan alat 
yang digunakan pemerintah daerah untuk menumbuhkan perekonomian, 
sehingga banyak pihak-pihak yang punya kepentingan. Oleh karenanya, 
tidak mengherankan ketika masyarakat sipil kerap bertentangan dengan 
kebijakan pemerintah yang akhirnya menimbulkan kekecewaan di 
kalangan masyarakat sipil. Perbedaan tersebut terjadi umumnya karena 
kepentingan yang berbeda. 
Bentuk konflik yang terjadi pada pembangunan pasar salah satunya 
konflik kepentingan yang melibatkan pihak-pihak antara lain pedagang, 
pengembang, dan pemerintah. Pedagang, pengembang, dan pemerintah 
masing-masing punya peranan di tatanan pasar, pedagang misalnya, 
punya kepentingan karena dia adalah pihak yang menjalankan proses 
“jual-beli” 6  dalam pasar, pengembang juga punya peranan karena 
merupakan pihak ketiga yang di tunjuk oleh pemerintah untuk 
melaksanakan pengelolaan pembangunan pasar dan pengelolaan pasar 
setelah selesai pembangunannya, pemerintah punya peranan sebagai 
pihak yang ingin memajukan perekonomian sebuah daerah.  
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 Jual-beli yang dimaksud adalah sebuah proses pemindahan hak milik berupa barang atau harta 
kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. 
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Pasar merupakan salah satu aset penting bagi sebuah daerah, tidak 
berlebihan ketika pemerintah membentuk lembaga birokrasi yang khusus 
mengelola pasar tradisional, di Sulawesi Selatan khususnya di Kota 
Makassar, pemerintah menunjuk Perusda Pasar Makassar Raya untuk 
mengelola pasar-pasar yang ada.7 Perluasan kewenangan yang dilakukan 
negara melalui pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya di 
daerah termasuk pasar tradisional sebagai pondasi ekonomi rakyat, ini 
tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah 
merupakan perpanjangan tangan negara untuk melaksanakan 
kewenangan negara di daerah.8 
Pasar tradisional sebagai tempat berkumpulnya banyak manusia dari 
berbagai kelompok masyarakat menjadi tempat yang menarik, karena 
merupakan sebuah tempat yang memungkinkan terjadinya komunikasi 
serta interaksi mendalam manusia di dalamnya. Tidak berlebihan kiranya 
pasar menjadi arena kebijakan untuk memperbaiki lingkungan pasar agar 
mampu menyesuaikan dengan masyarakat dalam konteks kekinian. 
Pasar tradisional di  zaman modern ini di paksa untuk merubah 
dirinya menjadi sebuah tempat perbelanjaan yang mewah dan mirip 
dengan bangunan “mall”, 9  kejadian ini yang sekarang terjadi di Pasar 
                                                             
7 Cakra Ramadana, 2013, Perlawanan Pedagang Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Makassar 
atas Pembongkaran Makassar Mall (Skripsi S-1) hal.11 
8 Lihat UU Pemerintah Daerah No.23 Tahun 2014 
9 Mall adalah jenis dari pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup 
dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan teratur sehingga berada di antara 
toko-toko kecil yang saling berhadapan. 
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Sentral Makassar. Kebakaran yang  melanda Pasar Sentral Makassar 
pada 27 Juni 2011 kemudian disusul kebakaran kedua pada 11 Januari 
2014 dan terakhir 7 Mei 2014 yang ditaksir menimbulkan kerugian materil 
hingga Rp. 2 Triliun dari 3.000 lapak dan 130 ruko serta seribu los milik 
pedagang kaki lima menjadi perhatian lebih Pemerintah Kota Makassar.10  
Setelah kebakaran yang melanda Pasar Sentral Makassar, pasar 
darurat atau penampungan untuk pedagang dibuka oleh pemerintah agar 
proses jual-beli di pasar tersebut tetap berlangsung. Pembangunan pasar 
darurat ini menelan biaya sebesar Rp. 5 Milyar, dana yang diambil melalui  
anggaran parsial pada perubahan APBD tahun 2011. Meskipun pasar 
darurat telah disediakan oleh pemerintah, namun tetap menimbulkan 
banyak kekecewaan di pihak pedagang, karena banyak pedagang korban 
kebakaran tidak mendapatkan tempat untuk berjualan. Hal ini disebabkan 
oleh banyaknya pedagang di luar Pasar Sentral Makassar yang ikut 
mengambil lahan jualan di pasar darurat.11  
Pasar Sentral Makassar atau pasar terbesar pertama di Kota 
Makassar di bangun pada tahun 1991-1992 oleh PT Melati Tunggal Inti 
Raya (PT MTIR) dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) atau sistem 
Build Operate and Transfer (BOT) dengan pemakaian 25 tahun.dan 
berakhir pada tahun 2016 sesuai Adendum kerja sama dan selanjutnya di 
                                                             
10 Lihat Rakyatku News, (Kamis, 13 Oktober 2016 pukul 04.02 wita) diakses pada 12 Desember 
2016 pukul 18.21 wita http://news.rakyatku.com/read/23865/2016/10/13/wali-kota-makassar-
cari-jalan-tengah-polemik-pasar-sentral 
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serahkan ke Pemerintah Kota secara utuh. Namun dalam perjalanannya, 
pasar sentral terbakar sebanyak dua kali yakni pada tahun 2011 dan 
2014. Pasca kebakaran, pada tahun 2012 terungkap ada lima kali 
perubahan Adendum perjanjian bersama dengan Pemerintah Kota 
mengenai perpanjangan kontrak.12 
Adendum kerjasama ini dipermasalahkan oleh beberapa pihak 
karena dianggap tidak sesuai dengan aturan, ini disebabkan dengan isi 
perjanjian yang memperpanjang HGB sampai dengan tahun 2037 yang 
dilakukan oleh PD Makassar Raya dan bukan oleh Pemerintah Kota 
Makassar selaku owner. Disamping itu, nilai lahan juga tidak sesuai 
dengan nilai NGOP yang seharusnya dibayarkan PT Melati Tunggal Inti 
Raya ke Pemkot Makassar saat ini. Meski di poin pada perjanjian awal 
kontrak kerjasama tahun 1991, PT Melati Tunggal Inti Raya hanya 
berkewajiban membayar kontrak lahan senilai Rp10 miliar saja di atas 
lahan banguan 2,2 hektare (ha). Namun, harusnya kewajiban PT Melati 
Tunggal Inti Raya mengalami fluktuasi atau perubahan sesuai dengan 
nilai NGOP, dimana dinilai Rp14 juta permeternya. Harusnya berdasarkan 
NGOP permeter itu harus dinilai 14 juta permeter, kalau 2,2  hektar (ha) 
berarti 22.000 meter persegi artinya nilainya sekira Rp. 300 milyar itu yang 
harus dibayar PT Melati Tunggal Inti Raya ke Pemkot Makassar. 
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Selain permasalahan penempatan pasar darurat dan adendum 
kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dan pihak 
pengembang yakni PT Melati Tunggal Inti Raya, Pasar Sentral Makassar 
juga mempunyai masalah dalam pembangunannya, seperti penempatan 
pedagang dalam gedung hingga penentuan harga los. PT Melati Tunggal 
Inti Raya yang sebelumnya mengumpulkan sertifikat pedagang dengan 
alasan pembagian lokasi atau tempat berdagang hanya bisa diberikan 
kepada pedagang yang mempunyai sertifikat, menimbulkan perpecahan di 
kalangan kelompok asosiasi yang ada di Pasar Sentral Makassar. 
Asosiasi Pedagang Makassar Mall (APMM) sebagai asosiasi yang 
mengumpulkan sertifikat ke pihak pengembang dan Asosiasi Pedagang 
Pasar Sentral Makassar (APPSM) yang menolak mengumpulkan sertifikat 
ke pengembang.13 
Perbedaan pendapat antara Asosiasi Pedagang Pasar Sentral 
Makassar (APPSM) dan Asosiasi Pedagang Makassar Mall (APPM) 
menjadi permasalahan baru di Pasar Sentral Makassar. Menurut 
pedagang yang tergabung di APPSM, pihak PT Melati Tunggal Inti Raya 
telah melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan pengumpulan 
sertifikat asli milik pedagang Makassar Mall, untuk suatu peruntukan yang 
tidak jelas dan bukan merupakan kewenangan dari suatu perseroan 
                                                             
13
 Lihat Makassar Antara News, http://makassarantaranews.com/berita/57732/pengacara-
appsm-minta-walikota-evaluasi-perjanjian-mtir (diakses pada tanggal 12 Desember 2016) 
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swasta untuk hal tersebut. 14  Sedangkan Asosiasi Pedagang Makassar 
Mall (APMM) sebagai pihak yang menyetor sertifikat asli ke pengembang 
tidak khawatir dengan kritikan APPSM dan percaya sepenuhnya kepada 
pengembang, hal ini dibuktikan dengan penyetoran sertifikat pada hari 
Rabu tanggal 13 Agustus 2014 di gedung mini Mangunggal Kodam VII 
Wirabuana. Menurut pihak PT Melati Tunggal Inti Raya, seluruh pedagang 
yang mempunyai sertifikat agar mengumpulkan sertifikatnya dan apabila 
tidak mengumpulkan sertifikatnya, maka los yang tersisa akan dijual 
secara umum.15 
Masalah yang terjadi di Pasar Sentral Makassar tidak berhenti 
sampai disitu, yang terakhir adalah penentuan harga los yang dilakukan 
pihak PT Melati Tunggal Inti Raya yang dianggap sepihak oleh pedagang 
dan Pemerintah Kota Makassar.  Sebelumnya PT Melati Tunggal Inti Raya 
menaikkan harga los yang berada di lantai basement dari Rp. 197 juta jadi 
Rp. 350 juta, untuk lantai dasar dari harga Rp. 200 juta naik jadi Rp. 400 
juta, sedangkan untuk lantai satu dari harga Rp. 300 juta naik menjadi Rp. 
435 juta. 16  Pemerintah Kota Makassar sebagai pemegang Hak Kelola 
Lahan (HKL) berusaha untuk mempertemukan pihak pengembang dan 
pedagang agar membahas persoalan harga los, namun sampai saat ini 
belum juga menemui titik temu. 
                                                             
14 Lihat Antara Sulsel (Jumat, 5 September 2014) diakses pada tanggal 11 Januari 2017 pukul 
20.06 wita. Judul berita APPSM laporkan rekanan pasar sentral ke polisi 
15 Lihat Tribun Timur (Rabu, 13 Agustus 2014) diakses pada tanggal 11 Januari 2017 pukul 20.18 
wita. Judul berita pengumpulan sertifikat pasar sentral masih buka 
16
 Lihat Tribun Timur (Selasa, 9 Februari 2016) diakses pada tanggal 11 Januari 2017 pukul 20.48 
wita. Judul berita Pedagang Pasar Sentral protes harga los 
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Belum rampungnya pembangunan Pasar Sentral Makassar membuat 
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengutus Lembaga Bantuan Hukum 
Universitas Hasanuddin (UNHAS) untuk mengawal dan melakukan 
advokasi terhadap pedagang mengenai harga yang ditetapkan pihak 
pengembang. Hal ini disebabkan karena aduan para pedagang telah 
sampai ke kantor Wapres RI. Lembaga Bantuan Hukum mendapat tugas 
khusus untuk melakukan penghitungan harga los.17 
Ada tiga elemen yang menjadi dasar penghitungan saleable area 
yaitu, los, lantai lima dengan peruntukan terminal, dan penyewa besar. 
Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penentuan saleable area 
adalah UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, UU No. 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas 
dan Aksesbilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.18  
Konflik yang terjadi di Pasar Sentral Makassar ini menjadi gambaran 
adanya kepentingan yang dilakukan beberapa kelompok, hingga sampai 
saat ini belum menemukan titik temu dan belum ada resolusi konflik yang 
berhasil walaupun sudah beberapa upaya dilakukan oleh masing-masing 
pihak.  
                                                             
17 Lihat Liputan 8 (28 Agustus 2016) diakses pada tanggal 11 Januari 2017 pukul 21.02 wita Judul 
berita Wapres JK siap advokasi pedagang pasar sentral makassar 
18 Lihat UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang 
Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesbilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan 
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Proposal ini akan menyoroti faktor terjadinya konflik dan dinamika 
konflik yang terjadi di Pasar Sentral Makassar serta beberapa faktor-faktor 
penyebabnya. Berdasarkan dari masalah di paparkan, maka penulis 
mengambil judul penelitian yaitu, Konflik Kepentingan Pada 
Pembangunan Pasar (Studi Kasus Pasar Sentral Makassar). 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan luasnya cakupan masalah 
yang akan diteliti mengenai konflik kepentingan pada pembangunan Pasar 
Sentral Makassar, maka penulis menganggap perlu memberikan batasan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana dinamika konflik pada pembangunan Pasar Sentral 
Makassar ? 
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik 
kepentingan pada pembangunan Pasar Sentral Makassar ? 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
(a) Menggambarkan dan menganalisa dinamika konflik pada 
pembangunan Pasar Sentral Makassar. 
(b) Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik 
pada pembangunan Pasar Sentral Makassar. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 
(1) Manfaat Akademik 
(a) Dapar menjadi bahan acuan dalam melihat konteks 
pembuatan kebijakan tentang pasar tradisional. 
(b) Memperkaya khasanah kajian Ilmu Politik dalam 
upaya perkembangan keilmuan khususnya politik 
kontemporer. 
(c) Merangsang munculnya penelitian baru dalam bidang 
ini sehingga studi Ilmu Politik dapat selalu 
menyesuaikan diri dengan perkembangan dan 
kegunaan Ilmu Pengetahuan. 
(2) Manfaat Praktis 
(a) Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang 
berminat dalam memahami realitas Ilmu Politik. 
(b) Membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan 












Tinjauan pustaka sangat penting untuk lebih memperjelas dan 
mempertegas penelitian dari aspek teoritis. Literature-literatur yang berisi 
pendapat beberapa para ahli banyak digunakan untuk menyempurnakan 
penelitian ini. Variable-variabel itu nantinya akan digunakan sebagai 
bahan dalam mengkaji lebih dalam untuk menjelaskan konflik kepentingan 
yang terjadi pada pembangunan Pasar Sentral Makassar. Sehubungan 
dengan itu, berikut akan dijelaskan beberapa teori yang disertai dengan 
pendapat para ahli yang memiliki kaitan dengan produk pembahasan 
serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi, teori 
konflik, teori konflik kepentingan, dan resolusi konflik. 
2.1 Teori Konflik  
Konflik berasal dari kata kerja Latin configure yang berarti saling 
memukul. Konflik dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 
percekcokan, perselisihan, dan pertentangan.19 Defenisi konflik menurut 
para ahli sangatlah bervariasi karena para ahli melihat konflik dari 
berbagai sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda. 20  Secara 
umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antara 
dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak merasa diperlakukan 
secara tidak adil, kemudian kecewa.  
                                                             
19
 Hamzah Ahmad, Kamus Bahasa Indonesia (Surabaya; Fajar Mulia, 1996) Hal. 208 
20 Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1995. Hal. 21 
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Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi 
yang merupakan gambaran lingkungan yang dilakukan secara sadar yang 
didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud 
adalah lingkungan fisik maupun sosial, demikian menurut 
Koentjaraningrat. 21  Menurut Nader dan Fod dalam bukunya Dispute 
Procces In Fen Societies ada tiga fase atau tahap dalam proses 
bersengketa.22 
1. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas 
seseorang. 
2. Konflik adalah keadaan para pihak menyadari atau mengetahui 
tentang adanya perasaan tidak puas tersebut. 
3. Sengketa adalah keadaan konflik tersebut dinyatakan di muka 
umum atau melibatkan pihak ketiga. 
Pada fase pertama mempunyai ciri monodik yaitu ada satu pihak 
yang merasa diperlakukan tidak adil. Sedangkan fase kedua memiliki cirri 
dialik artinya kedua pihak merasa sadar telah masuk fase konflik dan 
terkahir mempunyai cirri triadic atau publik, sengketa antara mereka tidak 
dapat terselesaikan oleh mereka sendiri sehingga telah mengikutsertakan 
pihak lain untuk ikut menyelesaikan sengketa mereka. 
Konflik atau sengketa merupakan suatu peristiwa hukum sehingga 
sebabnya juga dapat dikenal dengan melihatnya melalui pandangan 
                                                             
21 Koentjaraningrat, Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan, (Jakarta; Gramedia,1982) Hal.103 
22
 Mulyo Putro, Pluralisme Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung; 
Fokusmedia, 2002) Hal. 188 
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hukum. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, konflik dapat 
dibedakan menjadi konflik vertikal, konflik horizontal, dan konflik diagonal.  
1. Konflik vertikal merupakan konflik antar komponen masyarakat  di 
dalam satu struktur yang memiliki hierarki. 
2. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar individu 
atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. 
3. Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya 
ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi 
sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. 
Bentuk konflik berdasarkan sifat pelaku terbagi atas konflik terbuka 
dan konflik tertutup. Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh 
semua pihak, sedangkan konflik tertutup merupakan konflik yang hanya 
diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam konflik. 
Timbulnya bentuk-bentuk konflik pada umumnya disebabkan oleh 
beberapa faktor yaitu :23 
1. Konflik Kepentingan (Interest Conflict), dalam melaksanakan 
kegiatan setiap pihak memiliki kepentingan, tanpa adanya 
kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerjasama. 
Timbulnya konflik kepentingan ada beberapa hal sebagai berikut : 
a. Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing 
b. Ada kepentingan substansi dari para pihak 
c. Ada kepentingan procedural 
                                                             
23
 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Jakarta; Gramedia Pustaka 
Umum, 2001) Hal. 21-22 
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d. Ada kepentingan psikologi 
2. Konflik Hubungan (Relationship Conflict), konflik hubungan  dapat 
terjadi karena adanya kadar emosi yang kuat (strong emotion) 
adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi (poor 
communication) dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang 
(repetitive negative behavior). 
3. Konflik Struktur (Structural Conflict), konflik struktur dapa terjadi 
karena adanya pola merusak perilaku atau interkasi kontrol yang  
tidak sama. Kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak  
sama, adanya kekuasaan  dan kekuatan geografis, psikologi yang 
tidak sama atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi 
kerjasama serta waktu yang sedikit. 
Ralf Dahrendrof mengatakan dalam hubungan-hubungan kekuasaan 
beberapa orang memiliki kekuasaan, sedangkan yang lain tidak.24 Ada 
dua macam tataran konflik, yang pertama adalah konflik laten, 
pertentangan untuk memenuhi kebutuhan tidak terwujud dalam konflik 
terbuka, dan  yang kedua adalah konflik manifest, yaitu jika konflik  yang 
pertama tadi mewujud kedalam pertikaian terbuka. 25  Dahrendrof juga  
melihat hubungan yang erat antara konflik dengan perubahan : 
“Seluruh aktifitas, inovasi dan perkembangan dalam 
kehidupan kelompoknya dan masyarakatnya disebabkan 
                                                             
24 Ralf Dahrendrof, dalam Margaret M. Polma, 2000, Sosiologi Kontemporer. Hal 134 
25
 Ralf Dahrendrof, dalam bukunya Soeryono Soekanto, 1995, Sosiologi; Suatu Pengantar, (PT. 
Raja Grafindo Persada, Jakarta) Hal. 111 
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terjadinya konflik antara kelompok dan kelompok, individu dan 
individu serta antara emosi dan emosi di dalam diri individu”26 
Konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut konflik tentang 
keabsahan hubungan kekuasaan yang ada, namun demikian dalam 
interaksi antar masyarakat juga terjadi kesepakatan atau kerjasama yang 
sering disebut dengan konsensus. Dahrendrof juga mengatakan bahwa 
masyarakat bersisi ganda, yakni memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama 
sehingga dalam memperebutkan kekuasaan politik, elit dan kelompok elit 
akan menghadapi dua kondisi, yakni konflik dan konsensus. Di satu sisi, 
elit politik akan menghadapi perbedaan, persaingan, dan pertentangan 
dengan elit lainnya, disisi lain juga memungkinkan terjadinya kerjasama 
atau konsensus di antara elit politik. Terjadi tawar menawar antar elit 
politik yang saling menguntungkan, sehingga kebutuhan dan kepentingan 
setiap elit politik terakomodasi. 
Fungsi konflik menurut Dahrendrof adalah menciptakan perubahan 
dan perkembangan. Sekali kelompok-kelompok yang bertentangan 
muncul maka mereka akan terlibat dalam tindakan-tindakan yang 
mengarah pada perubahan di dalam struktur sosial, jika konflik itu intensif, 
maka perubahan akan bersifat radikal, tetapi jika konflik itu diwujudkan 
dalam bentuk kekerasan, maka perubahan struktural akan terjadi secara 
tiba-tiba. Hal tersebut juga sejalan dengan yang dikatakan Watkins, konflik 
terjadi karena terdapat dua pihak yang bertikai dan keduanya berpotensial 




dapat saling menghambat.27 Penyebab konflik pada dasarnya dapat di 
bagi menjadi dua yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan 
vertikal. Ini akan diuraikan lebih lanjut :  
1. Kemajemukan horizontal adalah struktur masyarakat yang 
majemuk secara kultural, seperti suku, bangsa, daerah, dan ras. 
Kemajemukan horizontal ini sering menimbulkan konflik karena 
masing-masing kelompok masyarakat tersebut memiliki 
kepentingan yang berbeda dan bahkan saling bertentangan. 
2. Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang 
terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. 
Konflik merupakan suatu situasi ketika aktor-aktor yang saling 
berhubungan satu sama lain dihadapkan pada pertentangan kepentingan 
dan masing-masing pihak memperjuangkan kepentingannya. Namun 
jebakan kekuasaan menimbulkan ketidakadilan yang pada gilirannya 
menjadi sumber kekerasan, baik atas nama  keadilan maupun 
ketidakadilan. 28  Konflik dengan menggunakan kekerasan terjadi dalam 
suatu masyarakat karena adanya “perasaan” dirampas yang menimbulkan 
ketidakpuasan.29 
Konflik juga dapat dikatakan sebagai pertentangan oleh karena 
terjadi perbedaan antara dua atau lebih, baik individu maupun kelompok 
dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dan berusaha 
                                                             
27 Robby Chandra, Konflik dalam kehidupan sehari-hari, (Yogyakarta; Kanisius, 1992) Hal. 20 
28
 LKBH UI, Memahami Kekerasan Politik, 1998. Hal.3 
29 Leo Agustino, Perihal Ilmu Politik, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2007) Hal. 208 
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menjadi dominan atas pihak lain. Maswadi Rauf menyebutkan adaempat 
prasyarat yang harus terpenuhi agar sebuah hubungan sosial dapat 
dikatakan sedang mengalami konflik, ia mencirikan sebagai berikut :30 
1. Ada dua pihak yang terlibat 
2. Mereka yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling 
memusuhi 
3. Mereka menggunakan tindakan kekerasan  yang bertujuan 
menghacurkan, melukai, menghalangi-halangi lawannya 
4. Interkasi yang bertentangan itu bersifat terbuka sehingga bisa 
dengan mudah di deteksi oleh pengamat independen. 
Konflik merupakan gejala sosial yang seringkali muncul dalam 
kehidupan bermasyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat 
beberapa bentuk konflik dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. 
Soerjono Soekanto menyebutkan ada lima bentuk khusus konflik yang 
terjadi dalam masyarakat. Keempat bentuk itu adalah konflik pribadi, 
konflik politik, konflik sosial, dan konflik antar-kelas sosial. 
1. Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara orang-
perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan 
pandangan antar pribadi dalam menyikapi suatu hal. Misalnya, 
individu yang terlibat ulang atau masalah pembagian warisan 
dalam keluarga. 
                                                             
30
 Maswadi Rauf, Konsensus Politik Sebuah Penjajakan Politik (Jakarta; Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000) Hal.7 
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2. Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau 
tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. 
Seperti perbedaan pandangan antar partai politik karena 
perbedaan ideology, asas perjuangan, dan cita-cita politik 
masing-masing. Misalnya, bentrokan antar partai politik pada saat 
kampanye. 
3. Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras 
yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang 
saling bertabrakan. Misalnya, konflik antara orang-orang kulit 
hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras (rasialisme) di 
Amerika Serikat dan Afrika Selatan. 
4. Konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena 
adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas 
yang ada di masyarakat. Misalnya, konflik antara buruh dengan 
pimpinan dalam sebuah perusahaan yang menuntut kenaikan 
upah. 
2.2 Teori Konflik Kepentingan 
Konflik kepentingan dapat dikatakan sebagai suatau oposisi atau 
petentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, 
organisasi-organisasi yang disebabkan oleh adanya berbagi macam 
perkembangan dan perubahan, serta menimbulkan perbedaan pendapat, 
konflik kepentingan terjadi oleh adanya berbagai kepentingan dari tiap 
individu atau kelompok-kelompok yang saling bersinggungan. Semua 
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konflik kepentingan seringkali dipandang sebagai pencapaian tujuan satu 
pihak dan merupakan kegagalan pencapaian tujuan pihak lain. Hal ini 
karena seringkali orang memandang tujuannya sendiri secara lebih 
penting, sehingga meskipun konflik yang ada sebenarnya merupakan 
konflik yang kecil, seolah-olah tampak sebagai konflik yang besar. Konflik 
muncul diakibatkan salah satunya perebutan sumber daya. Ini terjadi 
karena ada ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap perbedaan 
kebijakan yang dikemukakan oleh satu pihak dan kebijakan lainnya. 
Teori konflik kepentingan memiliki tiga asumsi utama yang saling 
berhubungan :  
1. Manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan 
mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-
kepentingannya 
2. Kekuatan bukanlah sekedar barang langka dan terbagi secara 
tidak merata sebagai sumber konflik, melainkan juga sebagai 
sesuatu yang bersifat memaksa (coercive). Sebagian menguasai 
sumber, sedangkan yang lainnya tidak memperoleh sama sekali 
3. Ideologi dan nilai-nilai dipandangnya sebagai senjata yang 
dipergunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk 
meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. 
Berdasarkan tiga asumsi konflik kepentingan tersebut, maka 
penyebab munculnya konflik kepentingan sebagai berikut :  
1. Perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan 
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2. Langkanya sumber daya seperti kekuatan, pengaruh, ruang, 
waktu, uang, popularitas dan posisi 
3. Persaingan  
Konflik kepentingan akan muncul ketika kebutuhan, nilai, dan tujuan 
saling  bertentangan, ketika sejumlah sumber daya menjadi terbatas, dan 
ketika persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa 
muncul. Konflik kepentingan menurut Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, konflik 
kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memilik 
kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain 
dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas 
dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau 
dilakukannya.31 
Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan 
kepentingan. Suatu konflik biasanya berawal dari kontroversi-kontroversi 
yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, dimana kontroversi tersebut 
diawali dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan 
berproses menjadi suatu konflik. Konflik politik merupakan kegiatan 
kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang keputusan 
politik, kebijakan politik, dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa 
beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-
                                                             
31 Lihat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan 
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hubungan di antara partisipan politik.32  Sebagai aktifitas politik, konflik 
merupakan suatu jenis interaksi yang ditandai dengan bentrokan atau 
terbentur di antara kepentingan, gagasan, kebijaksanaan, program, dan 
pribadi atau persoalan dasar lainnya. 
Maurice Deverger mengatakan mitos dan ideologi cenderung 
memperkuat konflik politik. 33  Hal senada juga dikatakan Geertz, 
penguatan pengelompokan sosial yang melahirkan ketegangan dan 
konflik sering disebabkan oleh adanya pengaruh ideology atau 
ketidaksenangan terhadap nilai-nilai kelompok lain. Adanya sistem 
stratifikasi sosial yang berubah, serta adanya perjuangan kekuasaan 
politik yang semakin meningkat secara tajam.34 
Konflik politik dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti 
perbedaan ideologi, kuatnya nilai-nilai kelompok, dan keinginan kuat dari 
negara lain untuk campur tangan dengan memanfaatkan berbagai 
kecenderungan yang terjadi di dalam suatu negara. Konflik politik 
merupakan salah satu bentuk konflik sosial, perbedaan konflik politik 
dengan konflik sosial yaitu konotasi politik yang selalu memiliki keterkaitan 
dengan negara/pemerintahan, para pejabat politik/pemerinthan, dan 
kebijakan negara. 35  Menurut Maswadi Rauf, sumber konflik adalah 
adanya struktur yang dikuasai dan menguasai dan adanya keterbatasan 
                                                             
32 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta; PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) 
Hal. 151 
33 Maurice Deverger, Sosiologi Politik, (Jakarta; Yayasan Ilmu Sosial, 1996) Hal. 156 
34 Cliford Geertz, Santri, Priyai dalam Masyarakat Jawa, (Jakarta; Yayasan Ilmu Sosial, Dunia 
Pustaka Jaya, 1983) Hal. 476 
35 Maswadi Rauf, Konsensus Politik, Sebuah Penjajakan Politik, (Jakarta; DEPDIKNAS, 2000) Hal.19 
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sumber daya. 36  Sementara itu menurut Lennart Lundquist penyebab 
konflik politik adalah kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal.37 
Konflik serupa juga sering terjadi antar masyarakat adat yang 
mempertahankan sumber penghidupannya berhadapan dengan 
perusahaan pertambangan, perkebunan dan/atau perusahaan perkayuan. 
Berbagai konflik tersebut umumnya selalu disertai dengan kekerasan, 
penyiksaan, bahkan penculikan atau pembunuhan. Berbicara mengenai 
penyebab munculnya  konflik karena adanya bentuk-bentuk perlawanan 
rakyat sebagai akibat adanya kondisi ekslusi. Konflik agraria terjadi juga  
akibat perkembangan ekonomi kapitalis, yang mengakibatkan penduduk 
terlempar dari tanahnya. Konflik agraria dilihat sebagai perlawanan 
penduduk yang tidak punya tanah, atau tanahnya yang dirampas oleh 
kapitalis/mereka yang mempunyai modal, konflik agraria terjadi akibat 
adanya pertentangan pemberlakuan dua hukum yaitu, hukum negara dan 
hukum adat pada sisi lainnya. Sebagai contoh pada kasus-kasus tertentu 
adanya konflik-konflik lahan dan sumber daya alam yang melibatkan 
masyarakat adat dan negara. Negara dalam kapasitas sebagai pemegang 
dan pembuat berbagai kebijakan/hukum. 
Konflik pertanahan merupakan jenis konflik horizontal yang paling 
ekspresif saat ini. Tingkat keragaman konflik dan jumlah korbannya juga 
tercatat paling tinggi. Potensi konflik pertanahan yang sangat besar 
                                                             
36 Ibid. Hal. 23 
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meliputi sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Konflik 
pertanahan yang terus bermunculan di berbagai daerah, di nilai terjadi 
karena adanya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah tidak 
pernah menyentuh akar persoalan dimana pemerintah hanya 
menyelesaikan konflik di permukaan saja,yakni hanya dengan 
memberikan penjelasan mengenai kekerasan, perilaku, dan korban dari 
konflik yang terjadi, namun tidak menyentuh akar masalah. 
Maria S.W. Sumardjono mengatakan secara garis besar peta 
permasalahan tanah dapat di kelompokkan menjadi 5 yaitu :38 
1. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, 
kehutanan, proyek perumahan yang ditelantarkan dan lain-lain; 
2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan landre 
from; 
3. Ekses-ekses dalam penyiksaan tanah untuk keperluan 
pembangunan; 
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah; 
5. Masalah yang berkenaan dengan Hak Ulayat masyarakat hukum 
adat. 
Struktur agraria pada dasarnya menunjuk hubungan antar berbagai 
status sosial penguasaan sumber-sumber agrarian. Tidak saja pola 
penguasaan, namun pola pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber 
daya agraria menjadi penting. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan 
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“pemilik dengan pemilik”, “pemilik dengan pembagi hasil”, “pemilik dengan 
penyewa”, dan lainnya. Konflik agraria merupakan sebuah konsekuensi 
yang harus di hadapi sebagai bagian atau cara dari pengaruh kebijakan 
yang di berlakukan pemerintah. Ada tiga kelompok yang biasanya 
tercakup dalam masalah agraria, yaitu pemerintah, pengusaha, dan 
masyarakat. 
Sengketa pertanahan ialah proses interaksi antara dua orang atau 
lebih atau kelompok yang masing-masing mempruangkan kepentingannya 
atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan 
dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada di 
batas tanah yang bersangkutan.39 Secara umum, ada beberapa macam 
sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah  antara lain :40 
1. Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai 
pemegang hak atas tanah yang berstatus hak atau atas  tanah 
yang belum ada haknya. 
2. Bantahan terhadap sesuatu alasan hak atau bukti perolehan yang 
digunakan sebagai dasar pemberian hak. 
3. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan 
penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar. 
4. Sengekta atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek 
sosial praktis. 
                                                             
39 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, (Bandung; Mandar Maju, 1991) 
Hal.22 
40 Ibid. Hal. 23 
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Alasan sebenarnya yang menjadi tujuan akhir ini sengketa bahwa 
ada pihak yang lebih berhak dari yang lain atas tanah yang di 
sengketakan oleh karena itu penyelesaian sengketa hukum terhadap 
sengketa tanah tersebut tergantung dari sifat permasalahannya yang 
diajukan dan prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu 
sebelum diperoleh sesuatu keputusan. 
2.3 Resolusi Konflik 
Resolusi atau penyelesaian  konflik tidak bisa terpisahkan dari 
rekonsiliasi, rekonsiliasi merupakan salah satu tahap resolusi konflik yaitu 
proses peace building. Rekonsiliasi memiliki pengertian perbuatan 
memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula, perbuatan 
menyelesaikan perbedaan. Rekonsiliasi merupakan suatu terminologi 
ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai 
suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam 
beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. 
Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang 
terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Resolusi konflik hanya 
dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam 
mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme 
resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan 
dengan  upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang 
langgeng. Pengelolaan konflik berarti mengusahakan agar konflik berada 
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pada level yang optimal. Jika konflik konflik menjadi terlalu besar dan 
mengarah pada akibat yang buruk,maka konflik harus diselesaikan. 
Ralf Dahrendrof mengatakan penyelesaian konflik yang efektif 
sangat bergantung pada tiga faktor. Pertama, kedua pihak harus 
mengakui kenyataan dan situasi konflik diantara mereka. Kedua, 
kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisir sehingga masing-
masing pihak memahami tuntutan pihak lain. Ketiga, kedua pihak 
menyepakati aturan main yang menjadi landasan dalam hubungan 
interaksi di antara mereka.41 
Ada tiga cara mengidentifikasi pengendalian konflik, yaitu rekonsiliasi 
(rekonsiliation) usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari 
pihak yang berselisih, mediasi (mediation) penyelesaian konflik dengan 
melibatkan pihak ketiga sebagai penengah/penasehat, dan perwasitan 
(arbitration) penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang 
dipilih bersama dan punya kedudukan lebih tinggi. Strategi yang di 
pandang lebih efektif dalam pengelolaan konflik meliputi :42 
1. Konsistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak 
saling menganggu dan saling merugikan, dengan menetapkan 
peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan 
secara ketat dan konsekuen. 
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2. Mediasi (perantaraan), jika penyelesaian konflik menemui jalan 
buntu, masing-masing pihak bisa menunjuk pihak ketiga untuk 
menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak 
memihak. 
Pemecahan konflik dan menciptakan rekonsiliasi maka dibutuhkan 
pertemuan tatap muka dari pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud 
mengidentifikasi masalah dan memecahkannya lewat pembahasan yang 
terbuka.  
Rekonsiliasi konflik pada umumnya dipahami sebagai suatu 
kerangka teoritik dan praktik yang bertugas tidak saja untuk mengurangi 
dampak kerusakan yang terjadi akibat konflik, tetapi juga menyelesaikan 
dan mengakhiri konflik. Resolusi konflik berdasar pada kerangka teoritik 
yang dibangun oleh John Burton. Salah satu teori dalam penyelesaian 
konflik adalah teori resolusi konflik (conflict resolution), teori ini 
dikembangkan oleh John Burton dalam tulisannya menyatakan: 
“Resolusi konflik artinya menghentikan konflik dengan cara-cara 
analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik berbeda 
dengan sekedar manajemen, mengacu pada hasil yang dalam 
pandangan pihak-pihak yang terlibat, merupakan solusi permanen 
terhadap suatu masalah”.43 
Resolusi konflik suatu teori yang memberikan penekanan 
penyelesaian konflik pada akar permasalahan dan sebuah konflik dan 
                                                             
43 John Burton, Conflict; Resolution and Prevention, (New York; St Martin’s Press, 1990) 
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kebutuhan melihat perdamaian jangka panjang, Andi Wijayanto 
menjabarkan resolusi konflik menjadi empat alasan, Pertama, konflik tidak 
boleh saja di pandang sebagai suatu fenomena politik-militer namun harus 
juga dilihat sebagai suatu fenomena sosial. Kedua, konflik memiliki suatu 
siklus yang tidak berjalan lancar. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik 
sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik. Ketiga, sebab-sebab 
konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variable tunggal. Suatu konflik 
sosial apalagi yang didasari motif-motif politik harus dilihat sebagai suatu 
fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. 
Keempat, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika 
dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain 
yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan 
secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk 
mewujudkan perdamaian yang langgeng.44 
2.4 Kerangka Pikir 
Ada beberapa landasan pokok yang digunakan dalam kerangka piker 
ini guna memperkaya referensi sekaligus penguatan argument yang akan 
dikemukakan. Tulisan ini akan mencoba melihat dinamika konflik yang 
sedang terjadi pada pembangunan Pasar Sentral Makassar. PT Melati 
Tunggal Inti Raya sebagai pihak pengembang menuai banyak kritikan dari 
pedagang dan pemerintah, hal ini disebabkan penentuan saleable area 
yang dilakukan pengembang tidak sesuai dengan perhitungan pedagang 
                                                             
44 Andi Wijayanto, Etika Perang dan Resolusi Konflik, (Global: Jurnal Politik Indonesia, 2000) 
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dan Pemerintah Kota Makassar. Selain itu untuk memulai resolusi konflik, 
telah ditunjuk Lembaga Bantuan Hukum dari Universitas Hasanuddin 
Makassar agar mengadvokasi para pedagang yang dirugikan. 
Perlu diketahui, pasca kebakaran yang melanda Pasar Sentral 
Makassar, para pedagang “terkatung-katung” dan tidak jelas kondisinya, 
mungkin kata inilah yang cocok untuk pedagang Pasar Sentral Makassar 
karena lamanya pembangunan yang dilakukan pihak pengembang, 
terhitung tanggal 27 Juni 2011 hingga pertengahan tahun 2017. Adanya 
konflik kepentingan yang terjadi menjadi hambatan proses 
pembangunannya. 
Konflik kepentingan yang penulis maksudkan disini adalah melihat 
bagaimana konflik itu bisa terjadi, karena pada umumnya konflik 
kepentingan berawal dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang 
tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi bentuk-bentuk 
organisasi sosial, yang terdapat posisi-posisi yang mempunyai kekuasaan 
memerintah dalam konteks-konteks tertentu dan menguasai posisi-posisi 
tertentu, serta  terdapat posisi lain yang para penghuni menjadi sasaran. 
Konflik kepentingan terjadi karena beberapa faktor, misalnya 
perbedaan kebutuhan, nilai dan tujuan, langkanya sumber daya seperti 
kekuatan, pengaruh uang, waktu, popularitas dan posisi, dan persaingan. 
Ketika kebutuhan, nilai dan tujuan profesionalitas dan subyektifitas saling 
bertentangan, ketika sumber daya mulai terbatas, dan ketika persaingan 
untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa muncul, maka konfli 
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kepentingan juga akan muncul. Selain itu adanya ketidakpuasan dan 
tingginya rasa egois adalah alasan lain seseorang untuk memperbutkan 
apa yang mereka inginkan termasuk pada kasus pembangunan Pasar 
Sentral Makassar. 
Adapun gambaran umum konflik penelitian yang terjadi pada 
pembangunan Pasar Sentral Makassar antara pedagang dengan 
pedagang, pedagang dengan pemerintah, dan pedagang dengan 
pengembang. Konflik ini berwujud kepentingan, karena konflik yang terjadi 
itu memunculkan polemic panjang dan belum pada sampai penyelesaian 
konflik. 
2.5 Skema Kerangka Pikir 













1. Konlik antara pedagang dengan 
pedagang 
2. Konflik antara pedagang dengan 
pengembang 
3. Konflik antara pedagang dengan 
pemerintah 
Pembangunan Pasar Sentral 
Makassar 
Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik : 
1. Perbedaan kepentingan antara sesama pedagang 
2. Pengambilan kebijakan oleh pengembang yang 
tidak transparan 





Bagian ini menguraikan tentang perangkat-perangkat penelitian 
mulai dari pemilihan lokasi penelitian, tipe dan dasar penelitian, teknik 
pengumpulan data, analisa data serta konsep operasional yang sangat 
membantu dalam kelangsungan penelitian ini. 
3.1 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian berada di Pasar Sentral Makassar. Penulis memilih 
lokasi ini karena pembangunan gedung yang sedang dilakukan 
mengalami konflik yang berkepanjangan. Tujuan pembangunannya untuk 
memberikan fasilitas kepada para pedagang dalam melakukan proses 
transaksi jual-beli pasca kebakaran yang melanda pasar tersebut pada 
tahun 2011. 
Sebagai salah satu pasar tradisional di Kota Makassar, pasar ini 
tidak terawat dengan baik sejak peristiwa kebakaran, banyak pedagang 
yang menggunakan  badan jalan sebagai tempat mereka berjualan. 
Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui PD Pasar 
Makassar Raya yang bekerja sama dengan pihak pengembang menuai 
banyak kendala sehingga memunculkan beberapa konflik yang melanda 
pedagang dan pengembang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 
meneliti masalah yang terjadi pada pasar tersebut, dengan 




3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif untuk mencari, menggambarkan, dan menganalisa 
obejk penelitian dengan interpretasi yang tepat. Maksudnya, data yang di 
kumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal 
dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, 
memo, dan dokumen resmi lainnya sehingga yang menjadi tujuan dari 
penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiric di balik 
fenomena secara mendalam, terperinci, akurat, dan tuntas. 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan 
mengolah data yang sifatnya deskriptif. Dalam penelitian kualitatif perlu 
menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi 
penelitian. Penulis akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu akar 
masalah yang terjadi, kemudian menggunakan beberapa alat analisis 
masalah sebagai penjelasan yang lebih dalam. Penjelasan itu 
menggunakan argument yang jelas untuk memudahkan pembaca dalam 
menyimaknya. Data yang diperoleh coba digabungkan dengan argument 
penulis, sehingga saling menguatkan hasil penelitian. 
Dasar teoritis penelitian kualitatif yang digunakan adalah pendekatan 
fenomenologi, pendekatan ini berusaha memahami arti persitiwa-peristiwa 
dan kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. 
Selain itu, pendekatan ini juga berguna untuk memberikan batasan yang 
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lebih terperinci terhadap kasus yang akan diteliti. 45  Dalam hal ini 
menjelaskan bentuk-bentuk konflik kepentingan yang terjadi pada 
pembangunan Pasar Sentral Makassar. 
3.3 Sumber Data Penelitian 
Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperoleh melalui : 
a) Data Primer, melalui wawancara langsung dengan informan 
yang berhubungan dengan focus penelitian. Pada penelitian 
ini, data primer diperoleh dengan teknik wawancara 
mendalam yang dilakukan dengan informan yang berkaitan 
dengan masalah pembangunan Pasar Sentral Makassar. 
b) Data Sekunder, sebagai pelengkap dan pendukung data 
primer, diperoleh melalui buku-buku/tulisan-tulisan yang 
relevan dengan penelitian. Data sekunder merupakan data 
yang sudah di olah dalam bentuk naskah tertulis atau 
dokumen. 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah :  
a) Wawancara 
                                                             
45 Lihat Dokumentasi Ilmu Pengetahuan (18 Maret 2013) diakses pada tanggal 8 Januari 2017 




Dalam wawancara ini peneliti menggunakan teknik 
wawancara. Wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari 
informan melalui wawamcara langsung dan terbuka sesuai dengan 
yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik wawancara yang 
digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. 
Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 
tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan 
informan atau orang yang di wawancarai dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman (guide) wawancara. 
Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara 
wawancara menggunakan pedoman wawancara (interview guide) 
agar wawancara tetap  berada pada focus penelitian, meski tidak 
menutup kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan berlanjut. 
Informan yang dipilih adalah informan yang benar-benar paham dan 
mengetahui permasalahan yang dimaksud. Adapun yang menjadi 
informan adalah “ 
 Mohammad Ramdhan Pomanto (Walikota Makassar) 
 Imran Bachtiar (Humas PT Melati Tunggal Inti Raya) 
 Rahim Bustam (Dirut PD Pasar Makassar Raya) 
 A. Parenrengi (Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Sentral 
Makassar) 
 Muh. Sahid (Ketua Asosiasi Pedagang Makassar Mall) 
 Husain Abdullah (Jubir Bicara Wakil Presiden RI) 
39 
 
 Nasir (Pedagang yang tidak tergabung dalam asosiasi) 
 Ambo Upe (Sekretaris Forum Pedagang Kaki Lima) 
Pemilihan informan dapat berkembang dan berubah sesuai 
dengan kebutuhan penelitian untuk memperoleh data yang akurat. 
Meskipun sudah ditetapkan informan, dimungkinkan untuk mencari 
infroman lain dari sejumlah informasi yang lain selama di lapangan. 
Penelitian ini berakhir ketika peneliti sudah merasa data yang di 
dapat sudah cukup untuk menjawab permasalahan yang di teliti. 
b) Observasi Partisipasi (Participant Observasition) 
Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang 
digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan 
dan penginderaan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat 
dalam keseharian informan. Jadi peneliti terlibat kegiatan sehari-hari 
orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 
penelitian dan peneliti juga ikut melakukan apa yang dikerjakan 
sumber data. Dengan observasi partisipasi ini, maka data yang 
diperoleh akan lebih lengkap dan sampai mengetahui apa tingkat 
makna dari setiap perilaku yang nampak. 
Peneliti benar-benar berada dalam keseharian informan yang 
diteliti, keberadaan peneliti dapat terlibat secara aktif maupun tidak 
aktif. Secara aktif artinya peneliti terlibat langsung dalam penelitian 
tersebut baik dalam hal pengumpulan data dalam wawancara 
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maupun observasi. Sedangkan peneliti terlibat tidak aktif hanya 
mengamati, tidak berperan di dalam penelitian. 
c) Dokumen/Arsip 
Metode atau teknik dokumenter adalah data yang diperoleh 
melalui kajian pustaka, buku-buku, koran, jurnal, dokumentasi, foto, 
internet, dan literature yang relevan dengan objek yang diteliti. Data 
ini merupakan data pelengkap dari data primer di atas. 
3.5 Teknik Analisis Data 
Analisis merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam 
kegiatan penelitian, terutama bila diinginkan generalisasi atau untuk 
memperoleh kesimpulan yang tegas dari hasil penelitian yang dilakukan. 
Analisis data akan dilakukan dengan metode deskriptif analisis dengan 
pendekatan kualitatif, hal ini dimaksudkan agar tetap berada pada focus 
penelitian. Penulis akan menggambarkan masalah yang terjadi 
menggunakan argument yang jelas dan memfokuskan perhatian pada 
pengumpulan data serta informasi melalui observasi dan wawancara 
mendalam. 
Data-data dari hasil wawancara dan pengamatan (observasi) sehari-
hari dicatat secermat dan serinci mungkin, kemudian dikumpulkan 
sehingga menjadi suatu catatan lapangan atau fields notes. Selanjutnya 
data dan informasi tersebut akan dianalisis secara kualitatif sehingga apa 
yang terkandung dalam realitas dapat terungkap. Karena analisis 
penelititan ini bersifat kualitatif, maka penyajian data disajikan dalam 
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bentuk narasi yaitu berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan 
bentuk-bentuk konflik kepentingan yang terjadi pada pembangunan Pasar 
Sentral Makassar. 
Proses analisis data secara keseluruhan dengan menggelar seluruh 
data mentah yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, 
pengamatan atau observasi, dan pengumpulan arsip yang ditulis dalam 
catatan lapangan dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dibaca, 
dipelajari, ditelaah, kemudian direduksi atau dipilih sesuai dengan 
kategori-kategori tertentu (seperti tema atau topik) menentukan batas-
batas permasalahan sehingga mendapatkan gambaran yang jelas. 
Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, 
memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan 
mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 
Selanjutnya, mengabstraksikan data tersebut dengan berpegang pada 
keaslian data. Hasil dari abstraksi kemudian di analisa berdasarkan 
kerangka pemikiran, konsep-konsep, teori-teoriyang digunakan dan 









GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4.1 Sejarah Pasar Sentral Makassar 
Pasar Sentral Makassar sudah mulai ada sejak zaman penjajahan. 
Dulu, namanya Pasar Cina, karena lokasinya dekat dengan kawasan 
permukiman dan bisnis Cina. Ketika H.M Daeng Patompo menjadi 
Walikota Ujung Pandang (1965-1978), pasar yang semula  terletak di 
Jalan Lombok itu di geser satu kilometer ke Jalan Irian. Areanya pun 
diperluas dan berganti nama menjadi Pasar Sentral. 
Kebakaran pertama yang melanda Pasar Sentral terjadi pada tahun 
1991. Kondisi Pasar Sentral seperti Pasar Tradisional, bentuknya seperti 
kios-kios sederhana dan dipenuhi lapak-lapak yang hampir sepenuhnya 
berjualan kebutuhan rumah tangga. Sekitar tahun 1994, tiga tahun pasca 
kebakaran Pasar Sentral baru diresmikan dan berbentuk bangunan yang 
sudah dilengkapi dengan fasilitas escalator atau tangga berjalan dan AC. 
Setelah itu di beri nama Makassar Mall, dalam mall mulai ada tenant 
Matahari Departement Store, sehingga para konsumen yang ingin 
berbelanja dengan suasana nyaman, sejuk, dan bersih akan lebih memilih 
masuk ke dalam gedung ini. Pada tahun yang sama, Pasar Sentral 
didominasi oleh pedagang tionghoa dan uang sewa yang dipungut 
tergolong mahal yakni sebesar Rp. 10 juta, sehingga pedagang-pedagang 
kecil harus meninggalkan lokasi berdagangnya karena tidak mampu 
membayar uang sewa. 
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Pada tahun 2011, kebakaran kedua terjadi. Hal ini menjadi 
kebakaran terbesar dalam sejarah Pasar Sentral Makassar karena 
menghanguskan dan melahap semua bangunan yang letaknya dikelilingi 
beberapa ruko. Namun ini tidak menyurutkan semangat para pedagang di 
Pasar Sentral, walaupun sebagian konsumen beralih ke pasar lain dan 
mall yang ada di Makassar. Para pedagang tetap membuat kios-kios semi 
permanen selama Pasar Sentral dalam proses revitalisasi. Tidak lama 
setelah itu atau tiga tahun setelah kebakaran tahun 2011, kebakaran 
kedua terjadi, tepatnya bulan tanggal 7 Mei 2014 pada malam hari. Dari 
data yang ada, sedikitnya 1.000 lapak dan 106 ruko habis terbakar. 
4.2 Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Makassar No. 17 
Tahun 2002 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar 
Raya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang tata 
cara pembinaan dan pengawasan  perusahaan daerah di lingkungan 
pemerintah daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 
1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, maka 
keberadaan PD Pasar Makassar Raya diharapkan: 
1. Merumuskan formula dan strategi untuk mendapatkan dana 
dalam menata, mengatur, dan membangun sarana dan 
prasarana. 
2. Mampu menggali potensi sektor penerimaan. 
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3. Berperan sebagai pelayan dalam menyiapkan sarana dan 
prasarana perpasaran sehingga tidak semata-mata mencari 
keuntungan. 
4. Menyelenggarakan pemberdayaan kepada masyarakat melalui 
pembinaan dan pembangunan yang lebih demokratis dan 
trasnparan. 
5. Mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat. 
6. Mengoptimalkan keamanan fisik/investasi pasar dan kenyamanan 
penjual dan pembeli. 
7. Mendukung Kota Makassar sebagai kota dagang. 
8. Menyediakan sumber daya manusia. 
9. Menjadikan pasar sebagai tempat berbelanja utama dan 
pariwisata. 
Berdasarkan dengan tugas dan  fungsi organisasi PD Pasar 
Makassar Raya, maka tujuan jangka pendek dan jangka panjang 
hendak dicapai adalah: 
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan pasar melalui upaya 
koordinasi dengan pedagang kaki lima dan instansi terkait. 
2. Meningkatkan pelayanan berbelanja melalui penataan lokasi 
pasar dan  penertiban pedagang kaki lima yang menempati lokasi 
bukan peruntukannya. 
3. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan penjual dan pembeli. 
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Indikator yang digunakan dalam mengukur kualitas pengelolaan 
pasar adalah, keterlibatan aparat pengelola pasar dalam mengambil 
keputusan, keterlibatan dalam implementasi pengelolaan pasar dan 
pedagang kaki lima. 
Landasan hukum yang digunakan PD Pasar Makassar Raya adalah 
sebagai berikut: 
1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 
2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 
3. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 
5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 
Adapun arah kebijakan yang dibuat oleh PD Pasar Makassar Raya 
adalah sebagai berikut: 
1. Peningkatan pendapatan dengan menggali sumber-sumber 
potensi PD Pasar Makassar Raya. 
2. Peningkatan pelayanan terhadap pengguna pasar. 
3. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pasar yang 
berkesinambungan. 
4. Sasaran Visi dan Misi tercapai yakni “Pasar Untuk Semua” 
4.3 Kondisi Umum Pasar Sentral Makassar 
Sebelum tahun 1991, awal mula pembangunan Pasar Sentral 
Makassar memakan korban, kampong Jera pattunuang mulai 
dikosongkan dan lahan pemukiman mulai dipindahkan pemerintah yang 
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mulai merencanakan membangun pasar rakyat yang megah di bekas 
kampung Jerra Pattunuang itu. Dalam perencanaannya, ada taman yang 
melengkapi bangunannya, selain itu di sekitar lokasi ada bekas kuburan 
tionghoa. Pemerintah saat itu memindahkan seluruhnya ke bantujangang 
panaikang, lalu untuk memudahkan proses jual-beli antara pedagang dan 
pembeli, pemerintah membangun jalan baru yang tembus dari Jalan 
Jenderal Soedirman Karebosi menuju lokasi pasar dan Jalan Irian. Pada 
tahun 1964 pasar sentral didirikan dan bernama pasar kota. Di depan 
pasar kota ini, terdapat stasiun kendaraan angkutan antar kota, saat ini 
pengucapan kata “stasiun” tidak jamak lagi, orang-orang lebih akrab 
dengan kata “terminal”. 
Pada tahun 1970, nama pasar kota berganti menjadi pasar sentral, 
dari namanya, pasar ini benar-benar menjadi pusat kunjungan yang bukan 
hanya orang Makassar, tapi juga dari berbagi daerah di Sulawesi Selatan. 
Namun pada akhirnya, pasar mewah ini hanya bertahan selama 30 tahun. 
Pada tahun 1994, pemerintah melalui pengembang PT Melati Tunggal Inti 
Raya membongkar pasar sentral dan berdirilah sebuah mall yang 
termegah saat itu dengan nama Makassar Mall. Pusat grosir dan 
pertokoan terdapat di pasar sentral dari hasil perdagangan alat-alat rumah 
tangga, textile-fashion, dan elektronik. 
Pasar Sentral Makassar merupakan satu-satunya pasar sentral yang 
ada di Kota Makassar dan merupakan pasar terbesar di Kota Makassar. 
Sejak tahun 1994 pasar ini ditetapkan sebagai Pasar Sentral Makassar. 
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Luas pasar tersebut adalah 23.895 m2. Jumlah pedagang di Pasar Sentral 
Makassar sebanyak 3.019 orang dengan pembagian sesuai dengan 
fasilitas seperti yang terlihat pada table di bawah ini. 
Tabel 4.1 
Daftar Distribusi Pedagang Berdasarkan Pembagian Fasilitas 
No. Bahagian Pedagang Ruko Kios Kios 
Mini 
Lods Jumlah PKL Ket. 
1. Basement 
Basah 
678 - - - 880 880 - - 
2. Basement 
Kering 
223 - 348 - - 348 - - 
3. Lantai 
Dasar 
530 - 728 - - 728 170 Dalam 
4. Lantai 
Satu 
354 - 753 - - 753 - - 
5. Kios Mini 107 - - 204 - 204 325 Luar 
6. Ruko 106 106 - - - 106 - - 
Jumlah 1946 106 1829 204 880 3019 495 - 
Sumber Data : PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2011 
Sejak Pasar Sentral Makassar terbakar pada tahun tanggal 28 Juni 
2011, para pedagang dibuatkan lapak darurat yang mengambil lokasi 4 
(empat) jalanan yang mengelilingi bangunan induk Pasar Sentral 
Makassar. Masing-masing, Jl. KH. Wahid Hasyim arah utara pasar, Jl. KH. 
Agussalim arah timur, Jl. KH. Ramli arah selatan, Jl. Hos. Cokroaminoto 
arah barat. Keempat jalur jalan di sekitar Pasar Sentral Makassar ini 
merupakan titik pusat tempat perputaran kendaraan angkutan umum jenis 
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mikrolet “pete-pete” yang mengangkut dan menurunkan penumpang dari 
dan tujuan Pasar Sentral Makassar setiap hari. 
4.4 Kondisi Pedagang Pasar Sentral Makassar 
Sudah 6 (enam) tahun pedagang berjualan di lapak darurat sejak 
kebakaran pada tahun 2011, beberapa pedagang merasa tidak nyaman 
untuk berjualan di tempat darurat tersebut, tetapi ada juga yang merasa 
biasa-biasa saja selama berjualan di lapak darurat karena beberapa faktor 
seperti kondisi tempatnya sangat strategis sehingga tidak begitu 
memikirkan keadaan lapak darurat. Selama berjualan di lapak darurat, 
para pedagang juga tetap dikenakan tariff retribusi pasar, mengenai 
besaran tariff yang dikenakan pedagang tergantung berdasarkan fasilitas 
yang terdiri dari, ruko, kios, kios mini, lods, dan pedagang kaki lima. Hal ini 
telah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 1996 tentang retribusi pasar dan 
pusat perbelanjaan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.2 
Tarif Retribusi Pasar Sentral Makassar 
Lokasi Jenis Pungutan Tarif Retribusi 







a. Ruko Rp. 3.000 / Hari 
b. Kios Rp. 2.000 / Hari 
c. Kios Mini Rp. 2.000 / Hari 
d. Lods Rp. 2.000 / Hari 
e. PKL Rp. 2.000 / Hari 
Sumber Data : PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2011 
49 
 
Jadi pedagang harus membayar retribusi pasar tiap harinya agar 
dapat terus berjualan di lokasi jualannya. Kondisi pedagang pasar sentral 
jauh dari kategori nyaman saat melakukan proses jual-beli walaupun 






















BAB  5 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Di setiap pembangunan sosial ekonomi selalu dipenuhi konflik di 
antara kelompok-kelompok kepentingan, terutama konflik kepentingan 
dalam mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan pembangunan. 
Selama periode demokrasi Indonesia, konflik atas pembangunan 
didominasi oleh kelompok pemodal besar dengan dukungan sebagian 
elite pemerintahan. Elite-elite pemerintahan, baik legislative maupun 
eksekutif, terindikasi mendukung kelompok-kelompok modal besar, 
dukungan itu memperkuat dominasi untuk bisa melakukan Pratik utilisasi 
pembangunan. 
Dukungan yang diberikan sebagian elite dalam pemerintahan 
tersebutlah yang jadi salah satu faktor sebab terjadinya perilaku birokrasi 
menjadi “misterius”, rumit, enggan memberikan informasi terbuka, dan 
lamban. Dalam ranah pembangunan, konflik selalu muncul baik sebelum 
terjadinya pembangunan, sedang berlangsung pembangunan, dan 
setelahnya. Pembangunan pasar merupakan salah satu sasaran 
pemerintah untuk mengadakan fasilitas publik. 
Di Makassar, pembangunan Pasar Sentral Makassar merupakan 
sasaran utama pemerintah, hal ini disebabkan oleh kondisi pasar yang 
tidak kondusif atau sudah sekitar 6 (enam) tahun pasca kebakaran 
pembangunan Pasar Sentral Makassar belum juga rampung. Dalam 
kurung waktu itu telah banyak hal yang terjadi, seperti konflik antar 
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pedagang, konflik pedagang dengan Pemerintah Kota Makassar, konflik 
pedagang dengan pihak pengembang, konflik pengembang dengan 
pemerintah baik eksekutif maupun legislative. Konflik yang terjadi di Pasar 
Sentral Makassar merupakan konflik kepentingan, perbedaan kepentingan 
yang terjadi pada masing-masing pihak membuat pembangunan belum 
rampung dalam waktu yang cukup lama.  
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pertama, tujuan umum 
penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisa dinamika 
konflik yang terjadi pada pembangunan Pasar Sentral Makassar dan 
mengetahui faktor yang menjadi penyebab konflik tersebut. Untuk 
menggambarkan dan menganalisa digunakan data primer dan data 
sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan 
melakukan observasi dan untuk data sekunder diperoleh melalui buku, 
tulisan, surat kabar, dan artikel-artikel internet. Selain itu, teknik dalam 
melakukan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi 
partisipasi yang menjadikan peneliti melakukan pengumpulan data melalui 
pengamatan dan benar-benar terlibat dalam keseharian informan. 
Dalam bab ini, penulis memuat hasil penelitian dan akan 
menjelaskan secara terperinci dinamika konflik yang terjadi pada 





5.1 Dinamika konflik yang terjadi pada pembangunan Pasar Sentral 
Makassar 
Pada 27 Juni 2011, kebakaran yang melanda Pasar Sentral 
Makassar menimbulkan kerugian materil hampir Rp. 2 Triliun dari kurang 
lebih 3.000 lapak dan hampir seribu los milik pedagang kaki lima. Dari 
banyaknya jumlah pedagang, muncul beberapa asosiasi yang 
mengatasnamakan pedagang pasar, diantara asosiasi itu, ada dua 
asosiasi yang besar yaitu, Asosiasi Pedagang Makassar Mall (APMM) 
yang diketuai oleh Muh. Sahid dan Asosiasi Pedagang Pasar Sentral 
Makassar (APPSM) yang diketuai oleh H. Andi Parenrengi. Perbedaaan 
kepentingan dan tujuan dari beberapa pedagang menjadi awal dari konflik 
antar sesama pedagang. 
Pasca kebakaran Asosiasi Pedagang Makassar Mall (APMM) yang 
terbentuk pada tahun 2001 memulai pergerakannya dengan meminta 
kepada Walikota Makassar untuk dibuatkan lapak darurat di sekitar luar 
banguan yang terbakar dengan tujuan melanjutkan proses jual-beli. Selain 
itu, APMM juga meminta kepada pihak pengembang untuk segera 
membangun kembali Pasar Sentral Makassar (New Makassar Mall), 
namun sejak tahun 2011 hingga 2016 pembangunannya belum rampung 
dan pedagang belum juga dapat menempati tempat berdagang mereka 
yang baru. 
Perbedaan kepentingan menjadi permasalahan utama pada konflik 
yang terjadi pada pembangunan Pasar Sentral Makassar yang 
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menyebabkan konflik pedagang dengan pedagang, konflik peadagang 
dengan pengembang, dan konflik pedagang dengan pemerintah. Oleh 
sebab itu, penulis menguraikan secara terperinci dinamika konflik yang 
terjadi pada pembangunan Pasar Sentral Makassar. 
5.1.1 Konflik antara pedagang dengan pedagang 
Di tengah perjuangan Asosiasi Pedagang Makassar Mall (APMM), 
muncul pihak-pihak yang tidak senang dengan apa dilakukan Asosiasi 
Pedagang Makassar Mall (APMM), beberapa pedagang yang tidak masuk 
dalam bagian APMM mulai membentuk gerakan baru. Langkah awal 
gerakan mereka dengan membentuk asosiasi yang bernama Asosiasi 
Pedagang Pasar Sentral Makassar (APPSM) yang di ketuai oleh H. Andi 
Parenrengi, padahal yang diakui oleh Pemerintah Kota hanya APMM. 
Perbedaan kepentingan yang terjadi antara kelompok atau organisasi ini 
disebabkan oleh perkembangan atau perubahan perbedaan pendapat. 
Kondisi yang terjadi antara kedua asosiasi dipandang sebagai pencapaian 
tujuan satu pihak dan kegagalan pencapaian tujuan di pihak lain.  
“Adanya APPSM hal yang biasa, itu dinamika di organisasi. 
Kebetulan dari pengurus sendiri perjalanannya asosiasi 
dianggap sudah lama, dari 2001 sampai 2014 mulai pecah, 
alasan pecahnya karena memandang saya terlalu keras dalam 
memperjuangkan aspirasi seluruh pedagang. Sejak itu kita 
selalu rebut, baik waktu ke DPRD, ke Walikota, dan ke MTIR”.46 
 
Lahirnya Asosiasi Pedagang Pasar Sentral Makassar (APPSM) 
menjadikan konflik sesama pedagang tidak bisa terhindarkan, 
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ketidaknyamanan dengan kinerja asosiasi yang sebelumnya membuat 
APPSM memulai langkah awalnya dengan menolak menyetorkan sertifikat 
asli mereka kepada PT. Melati Tunggal Inti Raya. Seperti yang dijelaskan 
dari Ketua APPSM, “jadi pada tahun 2014 lalu, hanya pihak APMM yang 
sepakat menyetorkan sertifikat mereka, kalau saya APPSM tidak mau 
karena waktu itu belum menemui kata sepakat mengenai harga”.47 
Pendapat yang berbeda di utarakan oleh pihak Asosiasi Pedagang 
Makassar Mall (APMM), mereka tidak khawatir dengan pengumpulan 
sertifikat yang dilakukan PT. Melati Tunggal Inti Raya. 
“Kami hanya menganggap pengumpulan sertifikat yang Melati 
lakukan hanya untuk mendata pedagang resmi korban 
kebakaran, hanya teman-teman pedagang mengira APMM 
melakukan kesepakatan harga dengan Melati”.48 
Konflik antara asosiasi ini seringkali terjadi karena memandang 
tujuannya lebih penting, sehingga meskipun konflik yang ada sebenarnya 
merupakan konflik kecil, seolah-olah tampak sebagai konflik yang besar. 
Selain kedua asosiasi itu, banyak juga pedagang yang tidak tergabung ke 
dalam kedua asosiasi itu seperti Nasir, pedagang yang bersertifikat 
namun tidak masuk ke dalam asosiasi, “tidak gabung karena tidak mauka 
di bilang orangnya melati, dari dulu itu tersebar nabilang orang kalau 
asosiasi orangnya melati”.49 
                                                             
47 Hasil wawancara dengan H. Andi Parenrengi, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Sentral Makassar 
(Minggu, 19 Maret 2017) 
48 Hasil wawancara dengan Muh. Sahid, Ketua Asosiasi Pedagang Makassar Mall (Sabtu, 3 Juni 
2017) 
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Kondisi ini telah menjelaskan pengertian konflik menurut 
Koentjaraningrat, dia mengatakan konflik atau sengketa terjadi juga 
karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan gambaran 
lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang 
dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik 
maupun sosial. Menurut Nader dan Fod dalam bukunya Dispute Procces 
In Fen Societies ada tiga fase atau tahap dalam proses bersengketa.50 
4. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas 
seseorang. 
5. Konflik adalah keadaan para pihak menyadari atau mengetahui 
tentang adanya perasaan tidak puas tersebut. 
6. Sengketa adalah keadaan konflik tersebut dinyatakan di muka 
umum atau melibatkan pihak ketiga. 
Pada fase pertama mempunyai ciri monodik yaitu ada satu pihak 
yang merasa diperlakukan tidak adil. Sedangkan fase kedua memiliki ciri 
dialik artinya kedua pihak merasa sadar telah masuk fase konflik dan 
terkahir mempunyai ciri triadic atau publik, sengketa antara mereka tidak 
dapat terselesaikan oleh mereka sendiri sehingga telah mengikutsertakan 
pihak lain untuk ikut menyelesaikan sengketa mereka. 
Kejadian-kejadian yang terjadi pada pembangunan Pasar Sentral 
Makassar tidak hanya itu, alasan berbeda diberikan oleh pedagang kaki 
lima, tidak bergabungnya pedagang kaki lima itu di asosiasi karena yang 
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 Mulyo Putro, Pluralisme Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung; 
Fokusmedia, 2002) Hal. 188 
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tergabung di APMM dan APPSM hanyalah pedagang resmi atau yang 
bersertifikat. Pedagang kaki lima sendiri membuat forum yang bernama, 
Forum Pedagang Kaki Lima (FPK5), yang diketuai oleh Tajuddin dan 
sekretarisnya Ambo Upe. FPK5 sendiri memperjuangkan luas tempat 
yang disediakan oleh PT. Melati Tunggal Inti Raya yang hanya berukuran 
1x1,2 m dan harga yang relatif tinggi. Perbedaan pendapat pada 
pedagang menjadikan dinamika konflik yang terjadi sangat luas, hal yang 
bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk 
mengadu-domba. 
Banyaknya kepentingan yang terjadi pada setiap asosiasi ini diikuti 
oleh perpecahan di dalam tubuh asosiasi sendiri, hal ini sesuai dengan 
pengamatan yang penulis lakukan selama melakukan penelitian di 
lapangan. Banyak pedagang yang tidak lagi percaya kepada masing-
masing ketua asosiasi, terutama pada kubu Asosiasi Pedagang Pasar 
Sentral Makassar (APPSM). Alasan pedagang berbeda-beda, pertama 
karena ketua asosiasi menyetujui harga tanpa melakukan diskusi dengan 
anggota asosiasi, yang kedua ada juga pedagang yang secara ”blak-
blakan” menuduh beberapa orang di asosiasi mendapat suap dari pihak 
pengembang berupa kios yang banyak, lalu orang tersebut menjualnya 
kepada pedagang baru yang ingin berjualan di Pasar Sentral Makassar. 
Kasus tersebut membuat anggota yang keluar dari asosiasi 
membentuk forum tersendiri, akan tetapi tidak membentuk asosiasi baru. 
Forum ini melibatkan beberapa pedagang yang berasal dari asosiasi-
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asosiasi yang ada di Pasar Sentral Makassar, fokus yang dibahas dalam 
setiap pertemuannya adalah mengenai harga kios yang sangat mahal. 
Penulis sempat mengikuti salah satu pertemuan tersebut yang juga 
dihadiri oleh Husain Abdullah juru bicara Wakil Presiden Republik 
Indonesia pada Sabtu, 1 Juli 2017 di kediaman H. Lausu (pedagang). 
Sebelum Husain Abdullah hadir di tengah-tengah pedagang dan 
sambil menunggu pedagang lainnya, sempat ada ketegangan di antara 
pedagang yang sudah hadir lebih dulu, hal ini disebabkan karena 
pertemuan itu adalah yang pertama bagi mereka setelah keluar dari 
masing-masing asosiasinya. Kondisi itu seperti yang dijelaskan oleh 
Koentjaraningrat, konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya 
perbedaan persepsi yang merupakan gambaran lingkungan yang 
dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki 
seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun 
sosial. 
Masih kuatnya pengaruh atau pengetahuan yang didapatkan selama 
berada di asosiasi, membuat masing-masing pihak merasa benar dalam 
menyampaikan argumennya. Namun setelah Husain Abdullah hadir, 
pedagang mulai kompak dan sepakat untuk menyalahkan semua ketua 
asosiasi itu karena sudah keluar dari tujuan organisasi yang disepakati 
dari awal. Pedagang menaruh harapan besar kepada Husain Abdullah 
selaku perpanjangan tangan dari Bapak Jusuf Kalla agar dibantu di 
58 
 
mediasi dengan pengembang dan pemkot untuk membahas harga kios 
Pasar Sentral Makassar. 
Meskipun sebelumnya sempat bersitegang, namun pertemuan 
malam itu juga secara tidak langsung berupaya melakukan tahapan 
penyelesaian konflik (resolusi konflik) yang terjadi antara pedagang 
selama ini. Ada tiga cara mengidentifikasi pengendalian konflik, yaitu 
rekonsiliasi merupakan usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan 
dari pihak yang berselisih, mediasi merupakan penyelesaian konflik 
dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah/penasihat, dan 
perwasitan (arbitration) merupakan penyelesaian konflik dengan 
melibatkan pihak ketiga yang dipilih bersama dan punya kedudukan tinggi.  
Pedagang merasa kehadiran Husain Abdullah membawa angin segar 
bagi mereka untuk menyelesaikan persoalan harga yang selama ini 
diperdebatkan oleh beberapa pihak, baik PT. Melati Tunggal Inti Raya 
maupun Pemerintah Kota Makassar. 
“Tugas saya memang karena mereka menyampaikan 
aspirasinya ke pak JK, dan saya diminta untuk membantu 
menyelesaikan masalah ini, jadi sepanjang belum menemukan 
titik temu, yah saya akan tetap memediasi mereka antara 
pedagang dengan Pemerintah Kota Makassar”.51 
Meskipun kapasitas Husain Abdullah sebagai juru bicara Wakil 
Presiden, namun sebelum melakukan upaya mediasi dia telah 
mendaftarkan diri sebagai bakal calon Walikota Makassar periode 2018-
2023 di sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 
Menjelang pemilihan Walikota Makassar, banyak aktor politik yang 
                                                             
51 Hasil wawancara dengan Husain Abdullah Juru Bicara Wakil Presiden RI (Sabtu, 1 Juli 2017) 
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berusaha membantu mengadvokasi atau melakukan pemanfaatan kepada 
pedagang karena mengingat rata-rata domisili pedagang Pasar Sentral 
Makassar berada hampir di setiap sudut Kota Makassar. 
Utilisasi pedagang yang terjadi di Pasar Sentral Makassar 
merupakan salah satu faktor terjadinya konflik antar pedagang, demi 
terwujudnya kepentingan politik para aktor, mereka rela melakukan 
apapun agar meraih simpati dari pedagang. Salah satu contoh adalah 
dengan turut sertanya ketua-ketua asosiasi menjadi peserta pada 
Pemilihan Legislatif pada tahun 2004, H. Andi Parenrengi (Ketua APPSM) 
menjadi caleg tingkat I di Partai Gerindra Dapil 1 Sulawesi Selatan, begitu 
juga dengan Muh. Sahid (Ketua APMM) menjadi caleg tingkat II di Partai 
Gerindra Dapil 2 Makassar. “Saya menjadi caleg semata-mata ingin 
memperjuangkan aspirasi pedagang”.52 Alasan yang sama diberikan oleh 
H. Andi Parenrengi, salah satu alasannya majunya H. Andi Parenrengi 
menjadi calon legislatif juga semata-mata ingin membantu pedagang 
dalam memperjuangkan aspirasinya “tidak ada niat lain waktu jadi caleg, 
mau bantu rakyat, termasuk pedagang sentral. Tagline ku juga waktu itu 
Niat Luhur Bersama Rakyat jadi memang tidak niat lain”.53 
Kepentingan politik yang hadir di Pasar Sentral Makassar selalu 
berawal dari kontroversi-kontroversi yang muncul dalam  berbagi peristiwa 
di Pasar Sentral Makassar, sekalipun kontroversi tersebut dimulai dengan 
                                                             
52 Hasil wawancara dengan Muh. Sahid Ketua Asosiasi Pedagang Makassar Mall (Sabtu, 3 Juni 
2017) 
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 Hasil wawancara dengan H. Andi Parenrengi, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Sentral Makassar 
(Minggu, 19 Maret 2017) 
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hal-hal yang abstrak dan umum, peristiwa-peristiwa yang dimaksud 
adalah konflik yang terjadi di Pasar Sentral Makassar. Selain sebagai 
aktifitas politik konflik juga suatu jenis interaksi yang bisa menjadi alat 
politik bagi siapapun untuk dikelola menjadi senjata politik demi 
mewujudkan kepentingan politik.  
Konflik politik dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti 
perbedaan ideologi, kuatnya nilai-nilai kelompok, dan keinginan kuat dari 
negara lain untuk campur tangan dengan memanfaatkan berbagai 
kecenderungan yang terjadi di dalam suatu negara. Konflik politik 
merupakan salah satu bentuk konflik sosial, perbedaan konflik politik 
dengan konflik sosial yaitu konotasi politik yang selalu memiliki keterkaitan 
dengan negara/pemerintahan, para pejabat politik/pemerinthan, dan 
kebijakan negara. Jadi hadirnya para pelaku politik dalam pembangunan 
Pasar Sentral Makassar menjadi perbedaan mendasar antara konflik 
politik dengan konflik sosial. 
Terpecahnya pedagang membuat kondisi mereka semakin sulit untuk 
menentang setiap kebijakan yang dikeluarkan PT Melati Tunggal Inti Raya 
dan pemerintah, seharusnya untuk menyuarakan aspirasinya, para 
pedagang bersatu menolak kebijakan yang merugikan mereka sehingga 
kepentingan mereka berhasil terwujud yakni menempati bangunan baru 





5.1.2 Konflik antara pedagang dengan pengembang 
Dalam melaksanakan pembangunan Pasar Sentral Makassar, 
Pemerintah Kota Makassar melalui PD Pasar Makassar Raya menunjuk 
PT Melati Tunggal Inti Raya menjadi pengembang Pasar Sentral 
Makassar. Sejak tahun 1991, Pemerintah Kota Makassar menandatangani 
perjanjian kerjasama dengan PT Melati Tunggal Inti Raya perihal 
pengelolaan Pasar Sentral Makassar, perjanjian itu berlaku selama 25 
tahun dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) atau sistem Build 
Operate and Transfer (BOT). Namun saat membangun kembali Pasar 
Sentral Makassar setelah mengalami kebakaran, PT Melati Tunggal Inti 
Raya memasang harga yang cukup tinggi kepada pedagang apabila ingin 
menempati kios untuk berjualan di Pasar Sentral Makassar. 
PT Melati Tunggal Inti Raya memasang harga selain biaya 
pembangunan seperti biaya promosi, asuransi, bunga bank, dan 
keuntungan sehingga biaya untuk setiap kios tergolong mahal, berbeda 
dengan perhitungan yang dilakukan beberapa pihak termasuk pemerintah 
kota. Seperti penjelasan dari Humas PT Melati Tunggal Inti Raya, “jadi 
perhitungan kami itu beda dengan yang lain, kalau melati sudah 
memasukkan biaya promosi, bunga bank, asuransi, dan keuntungan. 
Kalau yang lain belum menghitung itu”.54 
Penetapan harga oleh PT Melati Tunggal Inti Raya menjadikan 
pedagang melakukan serangkaian protes, hal ini dilakukan ke Pemkot 
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Makassar, Pemprov Sulawesi Selatan, hingga ke Wakil Presiden RI Jusuf 
Kalla. Meskipun pedagang melakukan protes akan tetapi pihak 
pengembang tetap tidak ingin menurunkan harga, asumsi PT Melati 
Tunggal Inti Raya tetap pada harganya yakni diatas Rp. 42 juta per meter, 
itu pun untuk harga kios yang berada pada lantai 3 (tiga) hingga lantai 8 
(delapan), sedangkan harga untuk lantai 2 (dua) hingga basement 
mencapai diatas Rp. 65 juta per meter. Protes pedagang salah satunya 
dari Nasir pedagang yang bersertifikat namun tidak bergabung di asosiasi, 
“harga kios mahal tapi luasnya hanya 2x2,5 untuk pedagang bersertifikat 
yang disediakan di lantai basement sampai lantai 1, bagaimana mau 
masuk pasar”.55 
Penolakan harga yang dilakukan pedagang di mulai sejak setelah di 
bongkarnya bangunan lama Pasar Sentral Makassar atau dua tahun sejak 
kebakaran pada tahun 2011. Berarti sudah 4 (empat) tahun pedagang 
melakukan penolakan mengenai harga yang ditetapkan PT Melati Tunggal 
Inti Raya. Seperti penjelasan dari Ketua APMM Muh. Sahid, “kenapa 
mahal? karena melati membebani kios yang belum laku ke pedagang 
resmi, jadi hitungmi itu berapa kios yang belum terjual. Semuanya itu 
dibebankan biayanya ke kita (pedagang)”.56 
Asumsi yang dilakukan PT Melati Tunggal Inti Raya sangat tidak 
masuk akal, karena setelah menghitung biaya promosi, asuransi, bunga 
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bank, dan keuntungan, PT Melati Tunggal Inti Raya juga membebani 
biaya harga jumlah keseluruhan kios yang belum terjual kepada pedagang 
resmi (pedagang yang bersertifikat). Artinya kios yang belum terjual wajib 
di beli oleh pedagang resmi, namun tidak memiliki kios tersebut. 
Selain kios yang belum terjual, PT Melati Tunggal Inti Raya juga 
menghitung biaya ruas jalan yang berada dalam gedung maupun di luar 
gedung, semuanya itu di bebankan ke pedagang dengan menjadikan 
harga kios-kios menjadi mahal. Melambungnya harga kios yang ada di 
Pasar Sentral Makassar tidak diikuti dengan luasnya bangunan, luas 
bangunan yang paling besar hanya berukuran 2x2,5 meter yang harusnya 
dengan harga tinggi diikuti dengan luas bangunan yang memadai. 
Tingginya harga kios di Pasar Sentral Makassar membuat pedagang 
menolak untuk masuk di bangunan baru, pedagang hanya ingin masuk ke 
dalam bangunan pasar apabila harga sudah disepakati kedua belah pihak. 
Pembangunan Pasar Sentral Makassar sudah rampung sekitar 80% 
sehingga PT Melati Tunggal Inti Raya memberikan instruksi agar 
bangunan baru segera di tempati. PT Melati Tunggal Inti Raya yang 
bekerjasama dengan PD Pasar Makassar Raya memberi batas akhir 
berdagang di pasar darurat hingga tanggal 5 Juli 2017, akan tetapi 
pedagang menolak masuk karena harga belum menemui titik temu. Hal ini 
di jelaskan oleh Ambo Upe Sekretaris Forum Pedagang Kaki Lima 
(FPK5), “bagaimana mau masuk kalau belumpi cocok harga, pokoknya 
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kalau masih begitu harga (diatas Rp. 42 juta per meter) kita tidak mau 
masuk”.57 
Dalam menentuan harga, PT Melati Tunggal Inti Raya tidak 
melibatkan pedagang dan Pemkot Makassar, padahal masalah harga 
menjadi fokus utama pada pembangunan Pasar Sentral Makassar. 
Walaupun hak untuk menentukan harga adalah sepenuhnya ditentukan 
oleh PT Melati Tunggal Inti Raya, namun pedagang dan pemerintah harus 
diundang untuk membahas harga dengan maksud mendiskusikan 
sebelum menentukan, karena bagaimanapun juga pedagang dan 
pemerintah merupakan bagian dari Pasar Sentral Makassar. 
Selain itu harga umum kios Pasar Sentral Makassar tidak pernah 
diumumkan secara resmi oleh PT Melati Tunggal Inti Raya, pedagang 
yang ingin menyewa kios harus datang sendiri ke kantor PT Melati 
Tunggal Inti Raya dan kemudian membicarakan harga kios. PT Melati 
Tunggal Inti Raya membeda-bedakan harga sesuai dengan strategisnya 
letak kios, Humas PT Melati Tunggal Inti Raya Imran Bachtiar 
menjelaskan lagi, “jadi kalau diatas murah, tentu dibawah lebih mahal, 
kalau di bawah beda lagi harganya sesuai letaknya, kalau ditengah-
tengah tentu lebih mahal”.58 
Tidak transparannya PT Melati Tunggal Inti Raya dalam menaksir 
harga kios menjadikan pedagang kesulitan untuk mengambil keputusan 
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apakah menyewa kios atau tidak, padahal dengan diumumkannya setiap 
harga kios menjadikan masalah pembangunan Pasar Sentral Makassar 
terselesaikan karena itu salah satu faktor penyebab konfliknya. Selain 
Pedagang yang bingung mengenai ketetapan harga kios, pemerintah juga 
dibuat kebingungan karena PT Melati Tunggal Inti Raya tidak pernah 
memberitahukan harga kios di masing-masing lantai yang ada di 
bangunan Pasar Sentral. 
Faktor terhambatnya relokasi pedagang ke bangunan Pasar Sentral 
Makassar sebenarnya dibuat sendiri oleh PT Melati Tunggal Inti Raya, 
yang pertama, tidak transparan dalam menetapkan harga kios di setiap 
lantai, yang kedua, tidak melibatkan pedagang dan pemerintah pada 
perumusan harga kios, dan yang ketiga, PT Melati Tunggal Inti Raya 
hanya ingin menyelesaikan bangunan dan menjual setiap kios tanpa 
memperhatikan pedagang korban kebakaran. Yang dimaksud pada faktor 
terkahir adalah PT Melati Tunggal Inti Raya membuka penjualan kios 
secara umum atau di jual ke pedagang baru yang ingin menempati kios 
bukan dengan mengutamakan pedagang korban kebakaran. 
Kasus-kasus tersebut jadi topik perlawanan pedagang ke PT Melati 
Tunggal Inti Raya sampai pada instruksi PD Pasar Makassar agar 
mengosongkan pasar darurat tanggal 5 Juli 2017, para pedagang tidak 
ingin masuk ke dalam bangunan baru Pasar Sentral Makassar hingga 




Meskipun konflik pedagang dan pengembang masih berlanjut, 
namun beberapa pihak berusaha untuk menyelesaikan konflik yang ada. 
Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
hingga Institusi Pendidikan seperti Univesitas Hasanuddin berusaha 
memediasi pertemuan keduanya, akan tetapi sampai saat ini belum 
menemui titik temu. Proses penyelesaian konflik yang dilakukan 
mengalami hambatan karena kepentingan yang diperjuangkan tidak 
terorganisir, hal ini disebabkan oleh kepentingan berbeda dari beberapa 
pihak utamanya dari para pedagang sehingga membuat proses 
penyelesaian konflik menjadi terhambat. Selain itu, pemerintah yang 
diharapkan menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik antara 
pedagang dan pengembang tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai 
seorang mediator karena keberpihakan pemerintah kepada pengembang. 
Konflik pedagang dengan pengembang menggambarkan jenis konflik 
pertanahan atau agrarian Berbagai konflik tersebut umumnya selalu 
disertai dengan kekerasan, penyiksaan, bahkan penculikan atau 
pembunuhan. Berbicara mengenai penyebab munculnya  konflik karena 
adanya bentuk-bentuk perlawanan rakyat sebagai akibat adanya kondisi 
ekslusi. Konflik agraria terjadi juga akibat perkembangan ekonomi 
kapitalis, yang mengakibatkan penduduk terlempar dari tanahnya. Konflik 
agraria dilihat sebagai perlawanan penduduk yang tidak punya tanah, 
atau tanahnya yang dirampas oleh kapitalis/mereka yang mempunyai 
modal, konflik agraria terjadi akibat adanya pertentangan pemberlakuan 
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dua hukum yaitu, hukum negara dan hukum adat pada sisi lainnya. 
Sebagai contoh pada kasus-kasus tertentu adanya konflik-konflik lahan 
dan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat adat dan negara. 
Negara dalam kapasitas sebagai pemegang dan pembuat berbagai 
kebijakan/hukum. Jadi ada tiga kelompok yang tercakup dalam masalah 
agrarian yaitu, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. 
5.1.3 Konflik antara pedagang dan pemerintah 
Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara efisien selalu 
menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat, baik itu 
perubahan aspirasi dan pola-pola konflik maupun pola hubungan 
kerjasama. Berbagi kebutuhan masyarakat mungkin dapat dipenuhi 
dengan suatu keputusan politik, tetapi pemenuhan suatu aspirasi 
melahirkan harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan, akan tetapi 
kelompok atau anggota masyarakat tertentu yang merasa dirugikan atau 
yang tidak diuntungkan dengan kebijakan yang ada tentu berupaya pula 
agar mempengaruhi pemerintah untuk mengubah kebijakan yang ada 
atau membuat kebijakan yang menguntungkan mereka 
Kelompok masyarakat dalam hal ini pedagang Pasar Sentral 
Makassar merasa kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Makassar 
merugikan mereka, kebijakan yang dimaksud adalah Pemerintah Kota 
Makassar hanya memaksakan kehendaknya untuk merelokasi pedagang 
ke bangunan baru Pasar Sentral Makassar. Padahal kondisi yang ada di 
internal pedagang yakni belum menyepakati harga yang ditawarkan pihak 
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pengembang, Pemerintah Kota Makassar melalui PD Pasar Makassar 
Raya terkesan menekan pedagang agar menyelesaikan proses 
admnistrasi kepemilikan kios. Di satu sisi, pedagang masih menyuarakan 
aspirasinya ke pemerintah selaku pemilik lahan Pasar Sentral Makassar 
perihal harga kios yang mahal. 
PD Pasar Makassar Raya beralasan bahwa jalan raya yang dipakai 
untuk pasar darurat akan segera diperbaiki. Seperti penjelasan dari 
Direktur PD Pasar Makassar Raya, “Walikota mengintruksikan agar 
pedagang segera di pindahkan ke dalam (gedung Pasar Sentral), karena 
jalan sudah mau di perbaiki”.59 
Sebelum mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi pedagang, 
Pemerintah Kota Makassar mengadakan pertemuan dengan ketua 
asosiasi yang ada di Pasar Sentral Makassar yang hasilnya ketua-ketua 
asosiasi sepakat untuk di relokasi sebelum bulan Ramadhan 1438 H, 
akan tetapi ketua-ketua asosiasi saat itu sudah tidak dipercaya sama 
anggotanya menolak untuk mengikuti kebijakan pemerintah, hasilnya 
pedagang belum berhasil untuk di relokasi. Setelah itu Pemkot Makassar 
melalui PD Pasar Makassar raya mengeluarkan instruksi baru bahwa 
relokasi pedagang diadakan pada tanggal 5 Juli 2017 yang berarti setelah 
bulan Ramadhan 1438 H, namun pedagang tetap masih menolak untuk di 
relokasi.  
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Langkah pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dinilai terlalu 
tergesa-gesa karena masalah lain belum selesai, termasuk masalah harga 
kios. Aspirasi pedagang yang seharusnya di proses oleh pemerintah justru 
tidak di perhatikan, bahkan pemerintah terkesan berpihak kepada 
pengembang yakni PT Melati Tunggal Inti Raya. Padahal harapan 
pedagang adalah bagaimana pemerintah memberi pressure kepada 
pengembang agar harga kios yang ditetapkan oleh pengembang 
diturunkan. 
Kebijakan yang dikeluarkan berbeda dengan yang diinginkan 
pedagang sehingga menghasilkan protes keras di kalangan pedagang 
berupa penolakan untuk di relokasi. Kerasnya keinginan pemerintah untuk 
menyelesaikan kasus Pasar Sentral Makassar, justru menjadi blunder 
tersendiri bagi pemerintah karena hanya mendegar dari sisi lain dan 
bukan dari sisi pedagang. Salah satu unsur yang paling penting dalam 
membuat kebijakan adalah dengan melibatkan elemen-elemen yang 
berperan di dalam objeknya sehingga dapat memaksimalkan tujuan 
kebijakan tersebut. 
Pemerintah Kota Makassar sejak awal merencanakan kebijakan 
pembangunan Pasar Sentral Makassar tidak melibatkan pedagang, 
sekalipun melibatkan hanya ketua asosiasi yang mempunyai kepentingan 
lain, padahal pemerintah mengetahui kalau ketua-ketua asosiasi tidak lagi 
mendapat kepercayaan dari pedagang. Keterlibatan pedagang sangat 
dibutuhkan untuk memberi referensi terkait seluk-beluk pasar karena 
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pedagang lebih mengetahui, kemudian pemerintah seharusnya 
menganalisa setiap kasus yang ada di Pasar Sentral Makassar, sebagai 
pembuat kebijakan pemerintah harusnya memperhatikan keluhan-keluhan 
atau masukan-masukan dari bawah yang dalam artian adalah pedagang. 
Kurang berpihaknya pemerintah kepada pedagang mendapat 
perhatian dari Wakil Presiden RI, pada acara halabilhalal yang dilakukan 
di kediaman Jusuf Kalla, Wapres mengundang pedagang untuk 
menyampaikan masalah-masalah yang terjadi di Pasar Sentral Makassar. 
Keterlibatan Wakil Presiden RI ini yang membuat Pemerintah Kota 
Makassar mulai berpihak kepada pedagang dengan memberi pressure 
kepada pengembang agar menurunkan harga kios. Hal ini dibuktikan 
dengan pertemuan yang dilakukan di rumah jabatan Walikota pada 
tanggal 2 Juli 2017. 
Pada pertemuan tersebut, terlihat pemerintah memberi batas waktu 
kepada pengembang untuk segera menetapkan harga kios, dan juga tidak 
terlalu mahal. Langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar ini 
seharusnya tidak menunggu instruksi Wapres RI karena sudah 
seharusnya pemerintah berpihak kepada pedagang bukan kepada 
pengembang yang dari awal tidak pernah berpihak kepada pedagang. 
Setiap kebijakan yang dilahirkan seharusnya selalu berpihak kepada 
masyarakat karena sebagai wakil dari masyarakat, pemerintah membuat 
kebijakan untuk khayalak banyak dan bukan untuk kepentingan golongan 
tertentu atau individu. 
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Kondisi konflik antara pedagang pemerintah ini terlihat pada jenis 
konflik berdasarkan pelaku yang berkonflik yakni konflik diagonal, konflik 
yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh 
organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Selain itu, 
konflik pedagang dengan pemerintah juga terjelaskan pada konflik struktur 
menurut Joni Emirzon, konflik struktur terjadi karena adanya pola perilaku 
yang merusak atau interaksi control yang tidak sama. Kepemilikan atau 
distribusi sumber daya yang tidak sama atau faktor-faktor lingkungan yang 
yang menghalangi kerjasama serta waktu yang sedikit. 
5.2 Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik pada pembangunan 
Pasar Sentral Makassar 
Pembangunan Pasar Sentral Makassar yang berlarut telah 
menimbulkan konflik baik antara sesama pedagang, pedagang dengan 
pengembang, dan pedagang dengan pemerintah. Banyaknya kepentingan 
dikalangan pedagang menjadi faktor utama terhambatnya pembangunan 
Pasar Sentral Makassar, kepentingan pedagang terlihat dari banyaknya 
asosiasi yang lahir pasca kebakaran yang melanda Pasar Sentral 
Makassar. Selanjutnya adalah pengembang yang melakukan 
pembangunan menetapkan harga yang terlalu tinggi sehingga 
memunculkan protes-protes di kalangan pedagang. Terakhir adalah 
kurang berpihaknya pemerintah kepada pedagang sehingga perlawanan 




Dari penjelasan tersebut, maka ada tiga faktor yang menjadi 
penyebab konflik yaitu, perbedaan kepentingan antara sesama pedagang, 
pengambilan kebijakan oleh pengembang yang tidak transparan, 
keberpihakan pemerintah kepada pengembang. 
5.2.1 Perbedaan kepentingan antara sesama pedagang 
Banyaknya asosiasi yang ada di Pasar Sentral Makassar menjadi 
gambaran bahwa kepentingan di masing-masing pedagang berbeda-
beda, tidak bersatunya pedagang membuat konflik di internal pedagang 
terjadi secara terbuka. Yang pertama, asosiasi-asosiasi yang ada di Pasar 
Sentral Makassar saling bertikai dan menganggap asosiasinya yang 
paling berpihak kepada pedagang. Yang kedua, tidak percayanya 
pedagang kepada ketua-ketua asosiasi, hal ini terlihat dengan lahirnya 
poros baru yang dibuat oleh pedagang karena tidak lagi mempercayai 
ketua-ketua asosiasi yang dianggap berpihak kepada pengembang 
karena menyetujui harga yang ditetapkan oleh pengembang tanpa 
mensosialisasikan kepada anggota asosiasi. Seperti dijelaskan Ambo Upe 
Sekretaris FPK5, “tidak adami yang bisa dipercaya ketua asosiasi, masa 
nasetujui harga Rp. 65 juta (per meter), banyak juga tempat dia dapat dari 
melati”.60 
Pada konflik yang terjadi antara sesama pedagang, seharusnya 
ketua-ketua asosiasi menjadi perpanjangan tangan pedagang dengan 
pengembang dan pemerintah. Namun yang terjadi, ketua-ketua asosiasi 
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hanya mengutamakan kepentingannnya, kepentingan ketua-ketua 
asosiasi terwujud karena karena telah mendapat kios yang banyak dan 
strategis padahal hanya memiliki sertifikat kios tidak lebih dari 2 (dua). 
Sekedar diketahui, kepemilikan kios telah melalui proses undian yang 
dilakukan PT Melati Tunggal Inti Raya, artinya pedagang korban 
kebakaran apabila ingin menempati kios baru harus melalui proses undian 
untuk menghindari perebutan kios apabila pembangunan Pasar Sentral 
Makassar telah selesai. 
“Jadi pembagian kios disepakati dilakukan melalui undian, kalau 
dibagi saja, akan tidak adil. Jadi kalau dapat yang jelek yah 
jangan protes karena itu resiko, dalam perjanjian undian juga di 
sepakati tidak boleh protes, jadi ini sudah kesepakatan antara 
pedagang dengan pemerintah”.61 
 
Ketidakpercayaan pedagang terhadap ketua-ketua asosiasi juga 
terjadi ketika pemerintah ingin merelokasi pedagang ke bangunan baru, 
ketua-ketua asosiasi melakukan kesepakatan dengan Pemerintah Kota 
Makassar melalui PD Pasar Makassar Raya. Kesepakatan yang dilakukan 
ini diambil tanpa mendiskusikan dengan anggota asosiasi, pedagang yang 
tidak percaya ini menganggap apa yang diperjuangkan ketua-ketua 
asosiasi beda dengan yang diinginkannya, pedagang yang tidak percaya 
ini memperjuangkan harga kios agar turun dari yang ditetapkan PT Melati 
Tunggal Inti Raya, sedangkan ketua-ketua asosiasi sudah mencapai 
kesepakatan untuk di relokasi. 
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Pada kasus Pasar Sentral Makassar, bersatunya pedagang sangat 
diharapkan untuk memunculkan kesolidaritasan antara pedagang dan 
tidak gampang untuk di pecah-belah oleh pihak-pihak yang berusaha 
mengambil keuntungan dari terpecahnya pedagang. Untuk melakukan 
perlawanan, diutamakan persatuan di internal pedagang karena itu 
menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh oleh 
pengembang dan pemerintah. 
5.2.2 Pengambilan kebijakan oleh pengembang yang tidak 
transparan 
PT Melati Tunggal Inti Raya adalah pengembang Pasar Sentral 
Makassar yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Makassra melalui PD Pasar 
Makassar Raya. Pada saat melakukan pembangunan, PT Melati Tunggal 
Inti Raya menetapkan harga kios yang sangat mahal dan tidak melibatkan 
pihak-pihak seperti pedagang dan pemerintah, kemudian ukuran kios 
yang dibangun hanya berukuran 2x2,5 meter, itu untuk ukuran kios yang 
paling mahal. 
Asumsi PT Melati Tunggal Inti Raya pada saat menetapkan harga 
selain biaya pembangunan adalah biaya promosi, asuransi, bunga bank, 
dan keuntungan. Selain itu, PT Melati Tunggal Inti Raya juga 
memasukkan biaya kios yang belum terjual kedalam klausul penjualan 
kios yang terjual (yang dijual ke pedagang resmi) dan menghitung biaya 
ruas-ruas jalan, baik dalam bangunan maupun luar bangunan. 
Perhitungan yang dilakukan PT Melati Tunggal Inti Raya tidak melibatkan 
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siapa-siapa termasuk pemerintah, padahal pedagang dan pemerintah 
adalah pihak-pihak yang berada di balik Pasar Sentral Makassar. 
Selain perhitungan yang dilakukan PT Melati Tunggal Inti Raya, 
kebijakan yang tidak transparan adalah menentukan harga kios di setiap 
sudut bangunan, harga berbeda-beda dari lantai basement hingga lantai 8 
(delapan) dan juga berbeda-beda tergantung letak strategisnya kios. Tidak 
ditetapkannya harga rinci untuk setiap kios, membuat pedagang 
kebingungan karena PT Melati Tunggal Inti Raya hanya mematok harga 
rata-rata yakni untuk lantai basement hingga lantai 2 (dua) harganya 
diatas Rp. 65 juta per meter, sedangkan lantai 3 (tiga) hingga lantai lantai 
8 (delapan) diatas Rp.42 juta per meter. 
Terakhir tidak transparannya PT Melati Tunggal Inti Raya adalah 
kebijakan mengenai penempatan kios, sebelumnya penempatan kios 
dilakukan melalui proses undian, akan tetapi PT Melati Tunggal Inti Raya 
menjual kios kepada pedagang yang tidak sesuai dengan Lembar Hasil 
Undian (LHU). Banyak pedagang yang sudah mendapatkan LHU ternyata 
hasilnya berbeda dengan yang diharapkan, setelah di selidiki ternyata PT 
Melati Tunggal Inti Raya menjual kios kepada pedagang baru yang berani 
membayar sesuai keinginan PT Melati Tunggal Inti Raya. 
Kebijakan-kebijakan PT Melati Tunggal Inti Raya sangat tidak 
transparan sehingga membuat banyak pihak kecewa, terlebih kepada 
pedagang. Harapan pedagang adalah dilibatkan dalam setiap proses 
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pengambilan kebijakan, namun yang terjadi PT Melati Tunggal Inti Raya 
mengeluarkan kebijakan secara sepihak. 
5.2.3 Keberpihakan pemerintah kepada pengembang 
Pemerintah yang seharusnya sebagai mediator dalam menengahi 
kasus pedagang dan pengembang justru berpihak kepada pengembang, 
terlihat pada kebijakan pemerintah untuk merelokasi pedagang. Relokasi 
pedagang yang diusulkan pemerintah sudah lebih dari satu kali, namun 
tidak pernah berhasil karena persoalan sebenarnya adalah bagaimana 
pemerintah memberi pressure kepada pengembang untuk segera 
menyelesaikan persoalan harga yang menjadi tuntutan pedagang. 
Langkah pemerintah bukan sesuai yang diharapkan pedagang, 
harapan pedagang adalah bagaimana pengembang menetapkan harga 
kios tidak terlalu tinggi. Pemerintah Kota Makassar melalui PD Pasar 
Makassar Raya bahkan terkesan memaksa pedagang untuk segera 
menempati bangunan baru Pasar Sentral Makassar, terlihat bahwa justru 
PD Pasar Makassar Raya yang di pressure oleh PT Melati Tunggal Inti 
Raya agar segera menginstruksikan pedagang pindah ke bangunan baru. 
Hal ini sesuai dengan keinginan Walikota Makassar yang ingin 
memperbaiki akses transportasi di sekitar Pasar Sentral Makassar yang 
selama ini dipakai sebagai pasar darurat. 
Kasus Pasar Sentral Makassar sebenarnya terletak pada persoalan 
harga, jika pemerintah ingin segera persoalan ini selesai maka 
seharusnya memaksa pengembang untuk menyelesaikan persoalan 
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harga atau menurunkan harga yang terlampau mahal karena tidak 
mungkin pedagang membayar kios sesuai dengan yang ditetapkan PT 
Melati Tunggal Inti Raya. Desakan pemerintah ini menjadi faktor 
penyebab munculnya gerakan-gerakan pedagang menolak direlokasi 
sampai harga kios diturunkan. 
Kebijakan pemerintah seharusnya tidak memberatkan pedagang 
karena pemerintah merupakan wakil dari masyarakat itu sendiri. Sebagai 
pemilik lahan Pasar Sentral Makassar, Pemerintah Kota Makassar punya 
power untuk memberi tekanan kepada PT Melati Tunggal Inti Raya bukan 
malah sebaliknya mengekang pedagang agar mengikuti keinginan 
pengembang. 
Dari ketiga faktor penyebab terjadinya konflik pada pembangunan 
Pasar Sentral Makassar, telah menjelaskan arti konflik antar kelompok 
menurut Ralf Dahrenrof yakni, Konflik antar kelompok dapat dilihat dari 
sudut konflik tentang keabsahan hubungan kekuasaan yang ada, namun 
demikian dalam interaksi antar masyarakat juga terjadi kesepakatan atau 
kerjasama yang sering disebut dengan konsensus. Dahrendrof juga 
mengatakan bahwa masyarakat bersisi ganda, yakni memiliki sisi konflik 
dan sisi kerjasama sehingga dalam memperebutkan kekuasaan politik, elit 
dan kelompok elit akan menghadapi dua kondisi, yakni konflik dan 
konsensus. Di satu sisi, elit politik akan menghadapi perbedaan, 
persaingan, dan pertentangan dengan elit lainnya, disisi lain juga 
memungkinkan terjadinya kerjasama atau konsensus di antara elit politik. 
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Terjadi tawar menawar antar elit politik yang saling menguntungkan, 


























Pada bab sebelumnya telah dijelaskan konflik kepentingan yang 
terjadi pada pembangunan Pasar Sentral Makassar, maka pada bab 6 
(enam) ini akan dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang 
telah dilakukan serta mencoba mengajukan beberapa saran sebagai hasil 
analisis selama melakukan penelitian. 
6.1 Kesimpulan 
 Konflik kepentingan pada pembangunan Pasar Sentral Makassar 
berlarut-larut diakibatkan banyaknya masalah-masalah yang terjadi, baik 
masalah di kalangan pedagang maupun pada masalah antara pedagang 
dengan pengembang dan pemerintah. Untuk lebih jelasnya, penulis 
menyimpulkannya sebagai berikut ;  
1. Dinamika konflik yang terjadi pada pembangunan Pasar Sentral 
Makassar 
a. Konflik antara pedagang dengan pedagang. Banyaknya 
asosiasi yang ada di Pasar Sentral Makassar membuat konflik 
tidak bisa dihindari, selain itu ketidakpercayaan pedagang 
terhadap ketua-ketua asosiasi yang berpihak kepada 
pengembang, padahal pedagang diharapkan bersatu untuk 




b. Konflik antara pedagang dengan pengembang. PT Melati 
Tunggal Inti Raya sebagai pengembang Pasar Sentral 
Makassar menjual harga kios dengan harga yang relatif tinggi. 
Hal ini menimbulkan protes di kalangan pedagang karena 
menetapkan harga yang sangat tidak rasional, harga kios 
diatas Rp. 65 juta per meter untuk lantai basement hingga 
lantai 2 (dua), sedangkan diatas Rp. 42 juta per meter untuk 
lantai 3 (tiga) hingga lantai 8 (delapan). Pedagang yang tidak 
setuju kemudian melakukan protes ke Pemerintah Kota 
Makassar. 
c. Konflik antara pedagang dengan pemerintah. Pemerintah tidak 
berpihak kepada pedagang, hal ini dibuktikan dengan desakan 
pemerintah untuk segera merelokasi pedagang ke bangunan 
baru Pasar Sentral Makassar, namun menuai protes dari 
pedagang. 
2. Faktor-faktor penyebab konflik pada pembangunan Pasar Sentral 
Makassar 
a. Perbedaan kepentingan antara sesama pedagang. Faktor 
banyaknya asosiasi karena tidak percaya dengan asosasi 
yang lain sehingga muncul pedagang untuk membuat asosiasi 
yang baru dengan asumsi memperjuangkan hak pedagang, 
kemudian pedagang mulai tidak percaya dengan ketua-ketua 
asosiasi karena dianggap berpihak kepada pengembang.  
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b. Pengambilan kebijakan oleh pengembang yang tidak 
transparan. Penolakan pedagang terhadap harga yang 
disarankan pengembang di nilai terlalu mahal. Selain itu pada 
saat merumuskan harga pengembang tidak melibatkan 
pedagang dan pemerintah, padahal pedagang dan pemerintah 
adalah bagian dari Pasar Sentral Makassar. Pedagang 
sebagai pihak ketiga karena merupakan korban kebakaran 
dan pemerintah sebagai pemilik lahan. 
c. Keberpihakan pemerintah kepada pengembang. Pemerintah 
Kota Makassar yang seharusnya sebagai mediator untuk 
menyelesaikan kasus Pasar Sentral Makassar berpihak 
kepada pengembang, hal ini dilihat dari desakan pemerintah 
untuk merelokasi pedagang padahal kesepakatan harga 
antara pedagang dan pengembang belum selesai. Pressure 
yang dilakukan pedagang pemerintah hanya kepada 
pedagang tapi tidak kepada PT Melati Tunggal Inti raya. 
6.2 Saran 
1. Mengutamakan kepentingan kelompok, untuk menyalurkan 
aspirasi atau ketika ingin melakukan perlawanan, penguatan 
internal sebuah kelompok sangat penting agar tidak terpecah. 
Mengutamakan kepentingan kelompok adalah yang utama, bukan 
kepentingan golongan tertentu atau individu. Ketika internal 
sebuah kelompok kuat maka hambatan dari luar bisa di 
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selesaikan dengan baik, selain itu penguatan internal dalam 
kelompok berfungsi agar tidak dimanfaatkan oleh lawan dari 
kelompok itu. 
2. Merumuskan kebijakan, Sebelum merumuskan kebijakan perlu 
kiranya mengadakan riset terlebih dahulu karena berfungsi 
sebagai salah satu referensi, mengingat kondisi yang berubah-
ubah. Selain itu, saat merumuskan kebijakan harus 
mempertimbangkan beberapa komponen penunjang kebijakan 
tersebut, seperti membuka ruang bagi elemen terkait untuk 
merumuskan bersama. Keterlibatan masyarakat merupakan salah 
satu komponen yang penting dalam proses perumusan kebijakan, 
karena dengan membuka ruang partisipasi maka sebuah 
kebijakan akan terkawal dengan baik. Kebijakan untuk publik juga 
harus memperhatikan reaksi yang hadir dari lingkungan 
tempatnya diberlakukan, kemudian melihatnya sebagai bahan 
evaluasi, bukan menyerang pihak lain. Reaksi atas kebijakan 
berupa perlawanan atas penolakan harus dilihat sebagai suatu 
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